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Studi ini menganalisa tentang mekanisme hak pilih disabilitas 
pada pemilihan Walikota Bandar Lampung tahun 2020. Pemilihan 
Umum ini sendiri merupakan perwujudan nyata dari proses 
demokrasi dan juga menjadi alat atau media bagi rakyat untuk 
menyatakan kedaulatannya terhadap negara. Kedaulatan rakyat   
dapat   diwujudkan   dalam   proses   Pemilihan   Umum   supaya   
dapat menentukan siapa saja yang mempunyai hak dan kewajiban 
dalam menjalankan dan/atau mengawasi pemerintahan. Berdasarkan 
hal tersebut maka partisipasi pemilih menjadi indikator penting dalam 
kesuksesan penyelenggaraan pemilu tersebut, termasuk pemilih 
penyandang disabilitas mental juga mempunyai kesempatan yang 
sama sebagai pemilih. Rumusan masalah yang penulis ajukan yakni, 
Bagaimana Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan 
Walikota  Bandar Lampung dan Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah 
Dalam Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar 
Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta jenis 
penelitian lapangan (field research) yang didukung dengan 
kepustakaan (library reseach) karena penelitian ini membutuhkan 
data terkait mekanisme penyelenggaraan pemilu oleh KPU Kota 
Bandar Lampung serta membutuhkan landasan teori terkait teori 
siyasah dusturiyyah  untuk  melihat  hasil  dari  data  yang  diperoleh  
di  lapangan.  Bila ditelisik dari Mekanisme Hak Pilih Disabilitas 
Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020 yakni Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung sebagai 
penyelenggara Pemilihan Umum di wilayah Kota Bandar Lampung 
telah melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi 
penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Upaya-upaya atau 
mekanisme tersebut dilakukan dalam bentuk pendataan khusus agar 
hak pilih penyandang disabilitas dapat terpenuhi, memberikan 
sosialisasi pemilu kepada disabilitas, menyediakan tempat TPS yang 
sesuai untuk disabilitas, memberikan Surat Suara Khusus, serta 
memberikan pendampingan terhadap disabilitas dalam memilih. 
Kemudian dalam pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Hak Pilih 
Disabilitas pada pemilihan Walikota Bandar Lampung yakni bahwa 
dalam siyasah dusturiyyah mengajarkan untuk bersikap toleransi 
 
 iv 
terhadap sesama tanpa membeda-bedakan terutama terhadap 
penyandang disabilitas dan tidak bersikap diskriminasi terhadap 
penyandang disabilitas karena setiap manusia mempunyai hak yang 
sama. Seperti di dalam Q.S. Al-Hujarat ayat 11 menjelaskan bahwa 
adanya nilai kesetaraan, keadilan dan tidak bersikap diskriminasi 
terhadap siapapun, begitu juga dengan hak pilih disabilitas mental 
pada pemilihan Walikota Bandar Lampung, dimana sudah berjalan  
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                              
                           
                          
     
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-
laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan 
itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan 
merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu 
lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan 
memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk 
panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan 
barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang 
yang zalim”. (QS. Al-Hujurat: 11).1 
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A. Penegasan Judul 
Penegasan judul ini dilakukan untuk menghindari kesalah 
pahaman dalam memahami maksud dari judul skripsi, sehingga 
perlu untuk menjelaskan uraian istilah-istilah yang terdapat dalam 
judul ini: Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Hak 
Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 
2020, berikut uraian istilah-istilah tersebut sebagai berikut : 
1. Perspektif adalah konteks sistem dan persepsi visual adalah 
cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan 




2. Fiqh Siyasah adalah ilmu yang membahas tentang pengaturan 
urusan-urusan Negara Islam dalam system dan Undang-
Undang yang sejalan dengan dasar-dasar Islam.
2
 




4. Hak Pilih adalah (kata benda) milik kepunyaan, kewenangan 
atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan 
oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), semua warga 
negara yang telah berusia 18 tahun ke atas mempunyai hak 
untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.
4
 
5. Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan 
fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka 
waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat 
mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara 
                                                          
1 Subekti dan Tjirosoedibjo, “Conditio Sine Causa”, Kamus Hukum, (Jakarta: 
2 Masykuri Abdillah, “Epistimologi Fikih Siyasah”. Jurnal Ahkam, Vol. 12, No. 
1 (2012), 1. 
3 Dessy anwar, Kamus lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Amelia,2005), 
336. 
4Pengertian hak pilih (On-line) tersedia di : https://kbbi.kata.web.id/?s=hak, 











6. Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020 adalah pemilihan 
umum lokal yang akan diselenggarakan di Kota Bandar 
Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia. Pilkada Bandar 
Lampung ini diadakan dalam rangka memilih Walikota dan 
Wakil Walikota Bandar Lampung periode 2021-2024.
6
 
Berdasarkan dari beberapa Penjelasan diatas, penulis 
menegaskan bahwa yang dimaksud  dengan judul dari penelitian 
ini yaitu merupakan suatu pembahasan atau kajian yang terkait 
dengan  bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap 
Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota 
Bandar Lampung 2020. 
 
B. Latar Belakang Masalah  
Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki dan 
melekat pada diri setiap manusia sepanjang hidupnya, sejatinya 
adalah hak pribadi dan kodrat yang diberikan oleh Sang Pencipta. 
Hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali ini 
kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan 
atau mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak orang lain. 
Sebagai hak dasar, hak asasi manusia memiliki lingkup yang 
sangat luas. Garis besar hak-hak yang terangkum dalam hak asasi 
manusia diantaranya adalah hak-hak asasi politik atau dikenal 
dengan political right atau hak politik. 
Dinamika politik di Indonesia pada penghujung tahun 2018 
kembali hangat disebabkan oleh terbitnya Surat Edaran Komisi 
Pemilihan Umum Republik Indonesia yang menyatakan bahwa 
penyandang disabilitas mental berhak memperoleh hak pilih 
sehingga dapat didata sebagai pemilih. Hal tersebut rupanya 
                                                          
5Jati Rinakri Atmaja, Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus, 
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 7. 
6 Maria Desti Rita, “Peranan Kpu Dalam Sosialisasi Pemilukada Kepada 
Penyandang Disabilitas Di Kota Bandar Lampung”, Jurnal Kultur Demokrasi, Vol. 5, 






menimbulkan pendapat beragam dimana akhirnya pemerintah 
mengakomodir hak penyandang disabilitas mental namun di sisi 
lain, hal ini memunculkan kekhawatiran bagi penyandang 
disabilitas mental apakah dapat menggunakan hak pilihnya secara 
baik dan benar atau tidak. Di Indonesia, para pendiri bangsa 
melihat demokrasi secara utuh, sebagai suatu sistem yang 
memiliki nilai dan prinsip dasar di samping mekanisme 
instrumental. Hal itu dapat dilihat dari naskah pembukaan UUD 
1945 yang pada alinea pertama telah menegaskan keyakinan 
kesetaraan melalui kalimat “Kemerdekaan itu ialah hak segala 
bangsa”. Pengakuan tersebut tentu saja meliputi pengakuan atas 
kemerdekaan dan kebebasan tiap insan manusia. Bahkan pada 
alinea ketiga juga ditegaskan bahwa rakyat Indonesia menyatakan 




Dianutnya sistem demokrasi bagi bangsa Indonesia 
dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang 
menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia terbentuk 
dalam “Susunan Negara Republik Indonesia yang Berkedaulatan 
Rakyat” dalam suatu “Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia”.
8
 Pernyataan tersebut sekaligus merupakan penegasan 
bahwa demokrasi dianut bersama-sama dengan prinsip Negara 
Konstitusional. Pilihan sistem demokrasi konstitusional 
dimaksudkan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.
9
 
Pada umumnya Negara di Indonesia menganut sistem 
pemerintahan presidensial dengan bentuk pemerintahan republik 
dan bentuk Negara berserta konstitusi yaitu kesatuan dan UUD 
                                                          
7 Jenedjri M. Gaffar, “Demokrasi Konstitusional (Praktik Ketatanegaraan 
Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945)”, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 37. 
8 Hartuti Purnaweni, “Demokrasi Indonesia dari Masa ke Masa”, Jurnal 
Administrasi Publik, Vol. 3, No.2, (2004), 9. 






1945. Dalam pemilihan umum presiden pada saat 5 tahun sekali 
dengan sistem demokrasi langsung yang dipilih oleh rakyat 
Indonesia. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu 
prinsip “kedaulatan rakyat”, sebagaimana dijelaskan 77 dalam 
syarah No.2 Bab I. Melalui pemilu rakyat ikut menentukan siapa 
yang terbaik bagi mereka untuk menjadi pemimpin 
(Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Desa) atau wakil 
dalam lembaga legislative (DPR-RI/DPR-D/DPD) yang menurut 
keyakinan mereka minimal memiliki dua kualifikasi: kecakapan 
(fathanah/capability) menjalankan tugasnya, dan sifat amanah 
(credibility) dalam mengemban mandat rakyat, benar-benar untuk 
rakyat yang memberikan mandat di pundaknya.
10
 
Hak Politik Warga Negara adalah bagian dari hak-hak 
yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya 
menganut asas demokrasi. Yang mencakup hak politik 
merupakan bagian dari hak ikut serta dalam pemerintahan. Hak 
ikut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian 
yang sangat penting dari sebuah demokrasi. Hak ini bahkan dapat 
dikatakan sebagai pengejawantahan dari demokrasi, sehingga jika 
hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka Negara tersebut tidak 
seharusnya dikatakan sebagai negara demokratis. Negara-negara 
yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak 
politik warganegaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan 
umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung.
11
 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memberikan 
definisi bahwa penyandang disabilitas setiap orang yang 
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau 
sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi 
dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan 
                                                          
10 Masdar Farid Mas‟udi, Syarah Konstitusi Uud 1945 Dalam Perspektif Islam, 
(Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011), 103. 
11 Ahmad Zazili, “Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (Right To 
Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum”, Jurnal Konstitusi, 






untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga 
Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
12
 
Dalam Undang-Undang Hak Manusia juga menjamin 
bahwa setiap warga Negara Indonesia ini tertuang dalam pasal 28 
D sebagai berikut:  
1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan 
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 
dihadapan hukum.  
2. Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama 
dalam pemerintahan. 
3. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya.  
Gangguan jiwa dapat mengenai setiap orang, tanpa 
mengenal umur, ras, agama, maupun status sosial-ekonomi. 
Gangguan jiwa bukan disebabkan oleh kelemahan pribadi. Di 
masyarakat banyak beredar kepercayaan atau mitos yang salah 
mengenai gangguan jiwa, ada yang percaya bahwa gangguan jiwa 
disebabkan oleh gangguan roh jahat, ada yang menuduh bahwa 
itu akibat guna-guna, karena kutukan atau hukuman atas dosanya. 
Kepercayaan yang salah ini hanya akan merugikanpenderita dan 
keluarganya karena pengidap gangguan jiwa tidak mendapat 
pengobatan secara cepat dan tepat.
13
 
Orang gangguan jiwa dalam hukum Islam disebutkan 
bahwa tidak akan terbebani oleh Hukum kecuali dengan 3 (tiga) 
perkara yaitu, orang gila, orang yang tidur dan anak-anak sampai 
dia baligh. Hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW: 
ٍِ انَُّا ِءِو َححَّي  َػ َٔ ِّ َححَّي يَْثَشأً  ِب َػهَي َػقْهِ ْٕ ْخهُ ًَ ٌِ انُ ْٕ ُجُُ ًَ ٍِ اْن ٍْ ثَََلثَِة : َػ ُسفَِغ اْنقَهَِى َػ
ثِيِّ َححَّي يَْححَهَِى  ٍِ انصَّ َػ َٔ  يَْسحَْيقِظَ 
“Tiga orang yang tidak dianggap bertanggung jawab atas 
pertanggungjawab atas perbuatannya, yaitu orang gila hingga ia 
kembali waras, orang yang tidur hingga ia tersadar (bangun) 
                                                          
12 Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia (Perspektif Internasional, Regional, 
Dan Nasional), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 257. 
13Andriani Putri, Klasifikasi Gangguan Jiwa, (Medan: Universitas Sumatera 






dari tidurnya, dan anak-anak hingga ia bermimpi (baligh)”.(H.R 
Bukhari, Abu Daud, AlTirmidzi, Al-Nasai, dan Ibnu Majah).
14
 
Orang dalam ganggun jiwa atau mental tidak diwajibkan 
melaksanakan  ibadah seperti Thaharah, Sholat, Puasa haji dan 
ibadah lainnya. Melakukan suatu  muamalah tidak dianggap sah 
karena ucapannya secara umum tidak dianggap, orang gila 
melakukan perbuatan pidana tidak dapat dikenai hukuman juga 
karena akal dan jiwanya yang membatasinya sehingga tidak dapat 
melakukan perbuatan hukum. Kecuali zakat, karena jika dia 
mempunyai harta, yang dibayarkan oleh walinya, sebagaimana 
diminta juga untuk membayar denda, ganti rugi, jika ia merusak 
sesuatu; karena hal ini masuk dalam kategori kewajiban wadh‟i 
(kewajiban yang dikaitkan dengan pihak lain) bukan kewajiban 
taklif (kewajiban yang berkaitan dengan pelaku). 
15
 
Oleh karena itu, peneliti memandang penting untuk 
mengkaji dan mendalaminya dalam sebuah karya ilmiah dengan 
judul Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Hak Pilih 
Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020. 
 
C. Identifikasi dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat 
diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:  
a. Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota  
Bandar Lampung 2020 
b. Perspektif Fiqh Siyasah Dalam Hak Pilih Disabilitas Pada 
Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020 
2. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, 
sempurna, dan mendalam  maka penulis memandang 
permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi 
                                                          
14 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Dillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 
601. 
15 Syamsarina, “Eksistensi Hukum Wadh‟i Dalam Syari‟at”, Jurnal Al-Qishthu, 






variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya 
berkaitan dengan Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap 
Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota 
Bandar Lampung 2020. 
 
D.   Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan 
masalah dalam penerlitian ini adalah: 
1. Bagaimana Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan 
Walikota  Bandar Lampung 2020? 
2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Dalam Hak Pilih 
Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020? 
 
E.   Tujuan Penelitian  
 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ilmiah ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada 
Pemilihan Walikota  Bandar Lampung 2020 
2. Untuk mengetahui Perspektif Fiqh Siyasah Dalam Hak Pilih 
Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020. 
 
F.   Manfaat Penelitian 
Manfaat Penelitian dapat dibedakan menjadi 2 hal yaitu 
sebagai berikut: 
1. Secara Teoritis  
a. Menambah kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dan 
bacaan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi yang 
membaca terkait dengan Perspektif Fiqh Siyasah 
Terhadap Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada 
Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020. 
b. Dapat dijadikan referensi dalam memperoleh informasi 
tentang bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap 
Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan 






c. Dapat mengembangkan kemampuan bekarya dengan daya 
nalar dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang 
dimiliki supaya dapat menjawab permasalahan yang 
timbul secara objektif melalui metode ilmiah, khususnya 
permasalahan yang berkaitan tentang Hak Pilih Disabilitas 
pada pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020. 
2. Secara Praktis 
a. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan 
pelengkap dan penyempurnaan  bagi studi selanjutnya, 
khususnya mengenai Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap 
Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan 
Walikota Bandar Lampung 2020. 
b. Untuk memenuhi tugas akademik bagi penulis untuk 
memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari‟ah. 
 
G. Kajian Penelitian Terdahulu 
Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa 
penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan 
penelitian yang peneliti lakukan. 
1. Penelitian yang pertama yang berhasil peneliti temukan adalah 
penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Amri Purba (2019) 
dengan judul “Hak Memilih Bagi Orang Yang Terganggu 
Jiwa/ Ingatan Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang 
Pemilihan Umum (Studi Analisis Fiqih Siyasah)”
16
. Hasil 
penelitian ini adalah menunjukan bahwa : 
a. Berdasarkan hukum postif yang berlaku di Indonesia hak 
memilih bagi orang dengan gangguan jiwa/ingatan 
mengalami perbedaan mendasar hal ini dapat ditinjau 
melalui Undang-Undang No. 07 tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum dan Putusan Mahkamah Kontitusi 
Nomor 135/PUU/-XIII/2015. Di dalam Undang-Undang 
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Ingatan Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Analisis Fiqih 






No. 07 tahun 2017 hak memilih bagi orang yang 
terganggu jiwa/ ingatan tidak diberi batasan dalam 
undang-undang sebab undang-undang mengalami 
kekosongan hukum sehingga berakibat pada 
ketidakpastian hukum, namun berdasarkan Putusan 
Mahkamah Kontitusi Nomor 135/PUU/-XIII/2015 orang 
dengan gangguan jiwa/ingatan permanen tidak terdaftar 
sebagai pemilih dan tidak dapat mememilih di dalam  
pemilihan umum, dan secara teknis hal itu di buktikan 
dengan surat keterangan ahli kesehatan. 
b. Maka berdasarkan Undang-Undang No. 07 tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum. Pemilihan di tahun 2019 
merupakan pemilihan yang cacat hukum sebab 
undangundang tidak memberi batasan bagi orang dengan 
gangguan jiwa/ingatan dalam hal memilih, sehingga 
mengakibatkan pemilihan di tahun 2019 memberikan 
peluang orang dengan gangguan jiwa/ingatan untuk 
memilih. 
c. Berdasarkan Fiqih Siyasah orang dengan gangguan 
jiwa/ingatan tidak dapat memilih pemimpin disebabkan 
kurangnya/ketidakmampuan akal dalam mengetahui 
pemimpin yang ia pilih, sehingga ia tak berhak untuk 
memilih pemimpin. Hal ini didasari bahwa orang dengan 
gangguan jiwa/ingatan tidak dapat mempertanggung 
jawabkan perbuatannya di hadapan Allah SWT. Hal 
tersebut sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al 
Bukhori dan abu Daud. 
2. Penelitian yang kedua yang berhasil peneliti temukan adalah 
penelitian yang dilakukan oleh Anifatul Kiftiyah (2019) 
dengan judul “Analisis Fikih Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah 






Pemilihan Umum Yang Demokratis”.
17
 Hasil penelitian ini 
adalah menunjukan bahwa: 
a. Pemilu merupakan implementasi demokrasi, dalam 
pelaksanaan Pemilu kedaulatan rakyat sangat di junjung 
tinggi dan hak-hak rakyat harus dilindungi. Sebagai suatu 
hak, tindakan Golput tidak dapat dipidana akan tetapi 
mengajak seseorang untuk Golput dapat dikenai tindakan 
pidana sesuai dengan UU no 7 tahun 2017 pasal 510 dan 
pasal 515. Dalam prakteknya, meskipun dalam undang-
undang telah diatur larangan kampanye Golput, akan 
tetapi kampanye Golput atau ajakan Golput masih terjadi 
pada pelaksanaan Pemilu. Golput dalam Pemilu 2019 
mengalami penurunan meskipun kampanye Golput 
sangat gencar khususnya di media sosial. Dalam 
mengatasi meningkatnya angka Golput, lembaga 
penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) telah 
melibatkan masyarakat secara langsung dalam 
penyampaian informasi, pelaksanaan dan pengawasan 
Pemilu. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam 
pelaksanaan Pemilu dapat menumbuhkan kepercayaan 
masyarakat terhadap proses pelaksanaan Pemilu. Dengan 
demikian akan meumbuhkan kesadaran  masarakat dan 
dapat mencegah meningkatnya angka Golput dalam 
pelaksanaan Pemilu. 
3. Hasil penelitian Aidil Saputra, dan Hamdani M, Syam 
yang berjudul "Strategi Komunikasi KIP Banda Aceh pada 
Pilkada 2017 dalam Mensosialisasikan Anti Golongan Putih 
(Golput) Melalui Media Massa". Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui strategi komunikasi yang dijalankan Komisi 
Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh pada Pilkada 
serentak 2017 dalam meminimalisir atau menekan suara 
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golput melalui media massa. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ada empat strategi yang disampaikan KIP Banda Aceh 
dalam Pilkada 2017 terhadap kesadaran masyarakat pemilih, 
yakni adalah mengenal khalayak, kemudian penyusunan 
pesan, menetapkan metode, dan penggunaan media. Saran 
dari penelitian ini adalah KIP Banda Aceh harus lebih gencar 
dalam mensosialisikan pilkada mendatang agar sesuai dengan 
target pemilih yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) Republik Indonesia, yaitu 75%. 
Berdasarkan dari kajian penelitian terdahulu, terdapat 
perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Adapun 
pembeda antara penelitian yang dilakukan peneliti dan 
penelitian terdahulu adalah bahwa peneliti berfokus kepada 
Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Hak Pilih 
Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020 
Studi Pada (Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar 
Lampung). 
 
H. Metode Penelitian  
Metode adalah cara tepat untuk melakukan sesuatu 
dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai 
suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis 
mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya 
memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.
18
 
Kemudian dijelaskan kembali oleh Soerjono Soekanto 
bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus 
ada di dalam suatu penelitian dalam pengembangan suatu ilmu 
pengetahuan.
19
 Sehingga metode yang digunakan dalam 
penelitian ini (research) menggunakan penelitian kualitatif, 
karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 
untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 
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penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll 
secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 
dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 
memanfaatkan berbagai metode alamiah. Maka dalam penelitian 
ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : 
1. Jenis dan sifat penelitian 
a. Jenis penelitian 
Sesuai dengan judul yang di angkat maka jenis 
penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field 
research) dan pustaka (library research). Menurut Kartini 
Kartono “Penelitian Lapangan (Field research) 
 merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti 
mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam 
penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya 
setempat, kemudian penelitian pustaka (library research) 
yaitu metode yang digunakan bertujuan untuk 
mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan 




b. Sifat penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif  analitik yakni 
menganalisis dan menyajikan fakta secara sestematis 
sehingga mudah untuk dipahami dan di simpulkan. 
Penelitian ini dimakasudkan untuk menerangkan dan 
mengambarkan atau mendiskripsikan tentang hak pilih 
bagi orang dengan ganguan jiwa (Disabilitas mental) dari 
data yang diperoleh dari berbagai sumber dan dianalisa 
dengan fiqh siyasah.  Sifat penelitian berupa pengolahan 
data kualitatif yang dimana peneliti akan mewawancarai, 
mengobservasi, mendokumentasi yang berguna untuk 
mencari informasi dan menggali lebih dalam terhadap 
kasus tersebut.   
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3. Partisipan dan Lokasi Penelitian  
1) Partisipan  
Partisipan yang dimaksud adalah sejumlah 
informan yang mendukung dalam penelitian ini. Teknik 
penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan 
teknik pengumpulan data purposive sampling yaitu 
memilih informan yang dianggap layak dan 
reprensentatif dalam memberikan infromasi dan fakta. 
a) Bagian dari KPU Kota Bandar Lampung. 
b) Terlibat dalam penyelenggaraan 
pemilukada/pilwakot tahun 2020. 
c) Mengetahui banyak informasi terkait 
pemilukada/pilwakot tahun 2020. 
Berdasarkan kriteria tersebut penulis melihat 
beberapa pihak yang relevan dan dapat dijadikan 
infroman serta memiliki kesesuain dengan kriteria-
kriteria penetapan sampel penelitian sebagaimana 
dijabarkan di atas, adapun infroman pada penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
Tabel 1 
Informan Penelitian 
No  Nama  Umur  Jabatan  
1. Ika Kartika, S.Pdi 
 
38 Tahun Kasubbag Program dan 
Data Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Kota Bandar 
Lampung 
2. Tuyono, S.Sos 
 
42 Tahun Kasubbag Umum, & 
Logistik Komisi Pemilihan 









40 Tahun Staff Pelaksana Keuangan 
Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) Kota Bandar 
Lampung 
 
2) Lokasi Penelitian 
KPU Kota Bandar Lampung berlokasi di Jl. 
Pulau Sebesi No.90, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota 
Bandar Lampung, Lampung, pemilihan lokasi 
penelitian ini dikarenakan data maupun informasi bisa 
langsung didapat dari lokasi yang telah ditentukan oleh 
penulis. 
2. Sumber data  
 Dalam penelitian untuk menghasilkan suatu data yang 
akurat untuk suatu penulisan karya ilmiah, maka data tersebut 
didapatkan dengan tiga sumber data, yaitu sumber data 
primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Untuk 
memperjelas sumber data yang digunakan maka akan 
diuraikan sebagaimana berikut: 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer yaitu data pokok yang digunakan 
dalam proses penelitian. Dimana bahan hukum tersebut 
memiliki sifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. 
Diantaranya yaitu penelitian studi pustaka yang 
menjelaskan isi terkait : Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap 
Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada Pemilihan Walikota 
Bandar Lampung 2020. 
b. Sumber data sekunder 
Sumber data sekunder yaitu data yang berisi suatu 
informasi serta penjelasan pendukung  yang mengiringi 






tesis, disertai jurnal – jurnal hukum, termasuk juga bahan 
sumber dari berita atau artikel online.
21
 
c. Sumber Data Tersier 
Data tersier yaitu data yang berisikan informasi 
tentang penjelasan data baik berupa data primer mupun 
data sekunder. Dalam hal ini data tersebut bisa berupa 
kamus – kamus, ensklopedia baik media cetak atau media 
online. 
3. Metode Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan 
dengan sistematik fenomena yang diselidiki yang 
terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara 
langsung atau tidak langsung,
22
 dan yang menjadi bahan 
observasi adalah Ika Kartika,S,Pdi selaku Kasubbag 
Program Dan Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Kota Bandar Lampung, Tuyono,S.Sos Selaku Kasubbag 
Umum Dan Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Kota Bandar Lampung dan Hasbiyah,S.I.Kom.,M.M 
Selaku Staff Pelaksana Keuangan Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Kota Bandar Lampung. 
b. Wawancara 
Wawancara atau interview adalah cara 
pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak 
yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan 
pada tujuan penelitian. Disini peneliti melakukan 
wawancara dengan pihak pihak terkait seperti: Ketua 
KPU Kota Bandar Lampung. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah cara memperoleh data dari 
dokumen yang berkaitan dengan pokok penelitian, 
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misalnya dari buku, dokumen/arsipdan lain-lain. Melalui 
cara ini, peneliti mencari data seperti statistik pemilih 
disabilitas mental. 
4. Metode Pengolahan Data 
Metode yang digunakan dalam pengolahan data 
tersebut menggunakan metode pendekatan diskriftif analistik 
Analisis datamenyajikan pakta secara sestematis guna 
tercapainya tujuan yang dimaksud penulis menggunakan 
metode – metode yang saling melengkapi yaitu dengan 
Content – Analysis, yakni metode yang digunakan dengan 
cara melihat struktur isi analisis terhadap perbandingan dua 
variabel terkait dengan analisis Fiqh Siyasah yang terkait 
dengan hak pilih orang dengan Disabilitas mental. 
Dari data yang diperoleh seluruhnya kemudian bahan 
dalam penelitian ini diolah dan dianalisa dengan 




a. Pemeriksaan Data (editing) 
Merupakan cara yang dilakukan oleh penulis untuk 
mengoreksi terkait dengan kelengkapan data yang sudah 
dikumpulkan, kevaliditasan data yang telah diperoleh 
tersebut dan relevansinya dari data-data yang diperoleh 
berdasarkan pada studi literatur yang berkaitan terhadap 
suatu penelitian. 
b. Rekonstruksi Data (reconstucting) 
Yaitu menyusun ulang data secara terartur, 
beruntun, logis, sehingga mudah untuk dipahami dan 
diintreprestasikan. 
c. Sistematisasi Data (sistematizing) 
Merupakan cara yang ditempuh oleh penulis dalam 
menempatkan data, yang menurut data atau kerangka 
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sistematika bahasan yang berdasarkan pada kronologi 
masalah yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. 
5. Analisa Data 
Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam 
proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis 
inilah data yang dibahas akan nampak manfaatnya, terutama 
dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai akhir 
penelitian.  Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk 
memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran 
atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa.  
Penulis akan menganalisisnya secara kualitatif bentuk 
analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan. Metode 
yang digunakan untuk menganalisis data di antaranya sebagai 
berikut : 
a. Metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari suatu 
masalah berdasarkan pada hal-hal atau kejadian-kejadian 
yang umum kepada suatu kesimpulan yang khusus.
24
 
Metode ini digunakan untuk mengungkap data yang 
diperoleh dari jalan pemikiran yang umum kepada 
pemikiran yang khusus, yang kemudian dapat memberikan 
jalan pembuktian menuju suatu kebenaran yang ilmiah. 
b. Metode induktif yaitu berfikir dari fakta-fakta yang khusus 
dan peristiwa yang kongkrit, kemudian ditarik generalisasi 
yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini dapat 
menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan 
dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga 




I.    Sistematika Pembahasan 
Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini penulis 
menguraikan secara garis besar dalam beberapa bab yang 
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bertujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan 
memperoleh gambaran tentang materi yang dibahas dalam 
penelitian ini. Adapaun sistematika pemabahasan dalam 
penulisan ini sebagai berikut : 
1. Bab I Pendahuluan 
Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar 
belakang penulisan skripsi dengan judul Perspektif Fiqh 
Siyasah Terhadap Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada 
Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020. Kemudian dalam 
bab ini juga memuat penegasan judul, identifikasi dan batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian serta 
sistematika pembahasan. 
2. Bab II Landasan Teori 
Bab ini merupakan landasan teori yang berisi 
pengertian pemilihan umum, tata cara pemilu di Indonesia, 
hak pilih dan permasalahannya, hak dan kewajiban 
penyandang disabilitas dalam pemilu, serta demokrasi dalam 
Islam dan penjelasan yang berkaitan dengan skripsi. 
3. Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian 
Bab ini merupakan bab yang menjelaskan 
pendeskriskripsian objek penelitian serta penyajian fakta dan 
data penelitian. 
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan 
tentang beberapa kajian yang menjadi permasalahan dalam 
penelitian ini, yang menjelaskan tentang Perspektif Fiqh 
Siyasah Terhadap Mekanisme Hak Pilih Disabilitas Pada 
Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2020. 
5. Bab V Penutup 
Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi yang 
mengarah kepada penyempurnaan penulisan tentang 
Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Hak Pilih 









A. Tinjauan Fiqh Siyasah 
1. Pengertian fiqh siyasah 
Istilah fiqh siyasah merupakan kalimat majemuk yang 
terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara 
etimologis, fiqh berarti pemahaman yang mendalam dan 
akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau 
tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologis, fiqh lebih 
populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum 
syara‟ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil 




Definisi fiqh dan siyasah, baik secara etimologis 
maupun terminologis, perlu juga kiranya dikemukakan 
definisi fiqh siyasah. Penting dicatat, dikalangan teoritis 
politik Islam, ilmu fiqh siyasah itu sering juga disinonimkan 
dengan ilmu siyasah syar‟iyyah.
27
 Sebagaimana dijelaskan 
fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara 
spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan 
kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara 
khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan 
oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan 
dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi 
manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudharatan 
yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya. 
Fiqh siyasah dibagi menjadi dua jenis yaitu: pertama, 
siyasah syar‟iyah yaitu etika agama. Kedua, siyasah 
wadh‟iyah yaitu hukum tatanegara yang dihasilkan oleh 
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produk pemikiran manusia semata yang dalam proses 
penyusunannya terdapat pada tujuannya. Siyasah syar‟iyah 
bertujuan mengantarkan rakyat menggapai kebahagiaan dunia 
dan akhirat, sementara siyasah wadh‟iyah hanya bertujuan 
mengantarkan rakyat untuk menggapai kebahagian duniawi 
saja. 
2. Objek Kajian Fiqh Siyasah 
Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan 
ruang lingkup kajian fiqh siyasah, diantaranya ada yang 
menentangkan lima bidang. Namun ada pula yang 
menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. 
Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah 
mencakup: 
a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-
undangan (siyasah dusturiyyah). 
b. Ekonomi dan militer (siyasah maliyyah). 
c. Peradilan (siyasah qadha‟iyyah). 
d. Hukum perang (siyasah harbiyyah). 
e. Administrasi negara (siyasah idariyyah).28 
Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi 
empat bidang kajian yaitu peradilan, administrasi negara, 
moneter serta hubungan internasional.
29
 Sementara Abdul 
wahhab khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang 




Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi 
Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah 
menjadi delapan bidang yaitu:  
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a. Siyasah Dusturiyyah Syar‟iyyah  (Politik Pembuatan 
Perundang-Undangan). 
b. Siyasah Tasyi‟iyyah Syar‟iyyah (Politik Hukum). 
c. Siyasah Qadha‟iyyah Syar‟iyyah (Politik Peradilan). 
d. Siyasah Maliyyah Syar‟iyyah (Politik Moneter/Ekonomi). 
e. Siyasah Idariyyah Syar‟iyyah (Politik Administrasi Negar). 
f. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar‟iyyah (Politik 
Hubungan Internasional). 
g. Siyasah Tanfidziyyah Syar‟iyyah (Politik Pelaksanaan 
Perundang-Undangan). 
h. Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah (Politik Peperangan).31 
Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian 
fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. 
Pertama politik perundang-undangan (alsiyasah al-
dusturiyyah). Bagian ini meliputi pengkajian tentang 
penetapan hukum (tasyi‟iyyah) oleh lembaga legislatif, 
peradilan (qadha‟iyyah) oleh lembaga yudikatif, dan 
administrasi pemerintahan (idariyah) oleh lembaga birokrasi 
atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (al-siyasah al-
kharijah). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara 
warga muslim dengan warga non-muslim (al-siyasah al-duali 
al-„am) atau disebut juga dengan hubungan internasional. 
Ketiga, politik keuangan dan moneter (al-siyasah al-maliyah). 
Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini 
adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-
hak publik, pajak dan perbankan.Dengan siyasah syar‟iyyah, 
pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan 
disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat, baik 
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3. Pengertian Siyasah Dusturiyah 
Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah 
yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam 
bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi 
(undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-
undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara 
perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura 
yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan 
tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan 




Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah 
hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di 
pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam 
masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah 
dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan 
perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan 
dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan 




Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang 
diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini 
adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota 
masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata 




a. Ruang Lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiyah 
Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang 
kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun 
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1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan  
2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya  
3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya  
4) Persoalan bai‟at  
5) Persoalan waliyul ahdi  
6) Persoalan perwakilan  
7) Persoalan ahlul halli wal aqdi  
8) Persoalan wizarah dan perbandingannya  
Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak 
dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil 
kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur‟an maupun Hadis, 
maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam 
mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah 
bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil 
kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam 
mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat 
berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk 





B. Pemilihan Umum 
1. Sejarah Pemilu dan Pilkada di Indonesia 
Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk 
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan 
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk 
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang 
dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 
adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
                                                          









 Pemilu adalah pemilihan orang-orang untuk 
mengisi jabatan tertentu. Untuk itu pemilihan umum sangat 
penting karena dalam pemilu terjadi pelaksanaan kedaulatan 
rakyat. Pilkada pada dasarnya sama dengan pilpres. 
Keduanya diselenggarakan untuk memilih pemimpin secara 
langsung. Pilkada dilakukan untuk memilih kepala daerah. 
Kepala daerah tersebut antara lain gubernur-wakil gubernur, 
bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota. Pilkada 
dilakukan pada lingkup tertentu.
38
 Pilkada dilakukan pada 
lingkup tertentu. Adapun sejarah pemilu di Indonesia 
sebagai berikut : 
a. Pemilu 1955 (Masa Parlemen) 
Pemilu di Indonesia pertama kali pada tahun 
1955, pada tahun ini pemilu pertama yang 
diselenggarakan bangsa indonesia yang baru berusia 10 
tahun, pemilu 1955 dilaksanakan pada masa demokrasi 
parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap, 
pemungutan suara dilakukan 2 kali yaitu untuk memilih 
anggota DPR pada tanggal 29 september 1955 dan untuk 




b. Pemilu kedua pada tahun 1971-1997 (Masa Orde Baru) 
1) Pemilu 1971 
Merupakan pemilu yang deselenggarakan 
bangsa indonesia, pemilu yang dilaksanakan pada 
tanggal 5 juli 1971 ini untuk memilih anggota DPR.  
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2) Pemilu 1977 
Pemilu kedua pada masa orde baru yang 
diselenggarakan pada tanggal 2 mei 1977. 
3) Pemilu 1982 
Pemilu ini merupakan pemilu ketiga pada masa 
orde baru, pemilu ini diselenggarakan pada tanggal 4 
mei 1982\ 
4) Pemilu 1987 
Pemilu ini merupakan pemilu keempat yang 
diselenggarkan pada tanggal 23 april 1987. Pemilu 
1992 pada tanggal 9 juni 1992. Pemilu 1997 pada 
tanggal 29 mei 1997. 
Pemilu pada masa orde baru ini sistemnya sama 
yaitu menganut sistem perwakilan berimbang 
(porposional), dan peserta pemilu yaitu: Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP), Golongan Karya, dan Partai 
Demokrasi Indonesia. 
c. Pemilu 1999-2009 (Masa Orde Reformasi) 
Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pada 
masa reformasi, pemungutan dilaksanakan pada tanggal 7 
jumi 1999 secara serentak di seluruh indonesia. Peserta 
pemilu pada tahun ini diikuti 48 partai politik. Pemilu 
2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan 
rakyat memilih langsung yang diselenggarakan pada 
tanggal 5 April 2004, dan pemilu pada tahun 2009 
merupakan pemilu yang dilaksankan secara serentak pada 
tanggal 9 april 2009. Penyelenggaraan Pemilu Presiden 
dan Wakil Presiden 2004 secara langsung telah 
mengilhami dilaksanakannya pemilihan kepala daerah 
dan wakilnya (pilkada) secara langsung, oleh karena 
itulah sejak tahun 2005 telah diselenggarakan Pilkada 
secara langsung baik ditingkat Provinsi maupun 
kabupaten/kota. Penyelenggaraan ini diatur dalam UU No 






2. Konsep Dasar Pemilihan Umum 
Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk 
memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses 
seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam 
rangka perwujudan demokrasi, karena pemilihan umum 
merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk 
menampung kepentingan rakyat, yang kemudian dirumuskan 
dalam berbagai bentuk kebijakan.
40
 Pemilihan umum adalah 
sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan 
negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan 
perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945 Kekuasaan 
yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang 
lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan 
sesuai dengan keinginan rakyat begitu juga dengan 
pemilihan kepala daerah. 
Hampir tidak ada sistem pemerintahan yang bersedia 
dicap tidak demokratis, maka hampir tidak ada sistem 
pemerintahan yang ideal menjalankan pemilu (hanya 
sejumlah kecil yang tidak melaksanakan pemilu seperti 
Brunei Darussalam dan Negara–Negara timur tengah). 
Pemilu merupakan sistem penjaringan pejabat publik yang 
banyak digunakan oleh Negara-negara di dunia dengan 
sistem pemerintahan demokrasi. Tidak dapat dibantah bahwa 
demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di 
dalam sistem politik dan ketatanegaraan.
41
 
Bagi sejumlah Negara yang mengklaim atau 
menerapkan diri sebagai Negara demokrasi. Artinya, 
pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari 
suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, 
di samping perlu adanya kebebasan berpendapat dan 
berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga Negara. 
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Alasannya, pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu 
representatif aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan 
erat dengan legitimasi bagi pemerintah. Melalui pemilu, 
demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga 
negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk 
aspirasi publik secara luas. Dengan kata lain bahwa pemilu 
merupakan simbol dari kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat 
berarti rakyatlah yang memiliki kekuasaan yang tertinggi, 
rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, 
dan rakyat lah yang menentukan tujuan apa yang hendak 
dicapai. 
Suatu negara yang berpenduduk sedikit, dan luas 
wilayah nya tidak terlalu besar kedaulatan rakyat tidak dapat 
berjalan dengan semurni-murninya apalagi dalam negara 
modern dimana jumlah penduduknya sudah banyak, 
wilayahnya cukup luas maka tidak mungkin meminta 
pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan 
jalannya pemerintahan, hal ini dikarenakan masyarakat 
modern sekarang ini spesialisasi semakin tajam dan tingkat 
kecerdasan rakyat tidak sama, hal inilah yang menyebabkan 
kedaulatan rakyat tidak mungkin dapat dilaksanakan secara 
murni keadaan menghendaki kedaulatan rakyat itu 
dilaksanakan dengan perwakilan. 
Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan 
pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya 
merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak 
politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-
hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk 
menjalankan pemerintahan.  
Menurut A.S.S. Tambunan, “Pemilihan Umum 
merupakan sarana melaksanakan asas kedaulatan rakyat 
pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari 
hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan 






wakilnya untuk melaksanakan pemerintahan”.
42
 Adapun 
menurut M. Rusli Karim, mengungkapkan “Pemilu 
merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan 
tatanan demokrasi (kedaultan rakyat), yang berfungsi 
sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, 
bukan sebagai tujuan demokrasi.” 
Senada dengan pendapat diatas menurut Kusnardi dan 
Harmaily Ibrahim, juga mengatakan : “Pemilu adalah salah 
satu hak asasi warga Negara yang sangat prinsipil, karena 
dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan 
pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa 
rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan 
kepada rakyat untuk menentukannya. Dengan demikian 
pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi Negara 
demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.
43
 
Oleh karena itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak 
dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan 
umum merupakan konsekuensi logis yang dianut prinsip 
kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Jadi prinsip dasar kehidupan kenegaraan 
yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut 
aktif dalam proses politik. Baik dipilih maupun memilih 
dalam proses ini diselenggarakan Pemilihan Umum. 
3. Tujuan Pemilihan Umum  
Pemilu membawa pengaruh besar terhadap sistem 
politik suatu Negara. Melalui pemilu masyarakat 
berkesempatan berpartisipasi dengan memunculkan para 
calon pemimpin dan menyaring calon-calon tersebut. Pada 
hakikatnya pemilu, di negara manapun memiliki esensi yang 
sama. Pemilu berarti masyarakat melakukan kegiatan 
memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin 
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rakyat atau pemimpin Negara. Pemimpin yang dipilih akan 
menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya.  
Menurut Parulian Donald,
44
 ada dua manfaat yang 
sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak 
dicapai dengan pelaksanaan lembaga politik pemilu, yaitu 
pembentuk atau pemupukan kekuasaan yang absah (otoritas) 
dan mencapai tingkat keterwakilan politik (political 
representativeness). Dari sudut pandang tujuan kedua 
manfaat (tujuan) tersebut merupakan tujuan langsung yang 
berada dalam skala waktu relatif pendek.  
Hal ini mengisyaratkan bahwa manfaatnya dirasakan 
segara setelah proses pemilu berlangsung. Adapun tujuan 
tidak langsung dihasilkan dari keseluruhan aktivitas dari 
semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu, baik 
kontestan, maupun para pelaksana dan pengawas dalam 
kurun waktu yang relative lama, yaitu pembudayaan politik 
dan pelembagaan politik. Dalam arti yang lebih sedarhana 
tujuan langsung berkaitan dengan hasil pemilu, sedangkan 
tujuan tidak langsung berkenaan dengan proses pencapaian 
hasil tersebut. 
Dikutip dalam buku Titik Triwulan Tutik, Arbi Sanit 
menyimpulkan bahwa pemilu pada dasarnya memiliki empat 
fungsi utama yakni: 1) pembentukan legitimasi penguasa 
dan pemerintahan; 2) pembentukan perwakilan politik 
rakyat; 3) sirkulasi elit penguasa; dan 4) pendidikan politik. 
Sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat 
berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia, 
maka pemilu bertujuan antara lain: 
a. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintah secara 
aman dan tertib;  
b. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat;  
c. Dalam rangka melaksanakan hak asasi warga Negara. 
                                                          






Memang harus diakui tujuan pemilu secara signifikan 
berbeda menurut sistem politik yang ada, begitu juga 
fungsinya. Bagi sistem politik liberal pemilu bertujuan 
empat sistem pokok. Pertama, membentuk basis konsep 
demokrasi liberal. Tetapi pemilu, tanpa persaingan terbuka 
diantara kekuasaan sosial dan kelompok politik dalam 
menuju kekuasan politik, maka tidak ada demokrasi. Kedua, 
pemilu melegitimasi sistem politik. Ketiga, mengabsahkan 
kepemimpinan politik. Keempat, pemilu sebagai unsur 
pokok partisipasi politik di Negara-negara demokrasi politik. 
Sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam 
pembukaan pasal 1 UUD 1945
45
 Indonesia menganut asas 
kedaulatan rakyat, yang dimaksudkan disini adalah 
kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat itu antara lain 
tercermin dilaksanakan pemilu dalam waktu tertentu. 
Karenanya pemilu adalah dalam rangka untuk memberi 
kesempatan kepada warga Negara untuk melaksanakan 
haknya, dengan tujuan: 
a. Untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan 
kedaulatan yang dipunyai;  
b. Terbuka kemungkinan baginya untuk duduk dalam badan 
perwakilan rakyat sebagai wakil yang dipercaya oleh para 
pemilihnya. 
Ditinjau dari sudut kelompok warga Negara yang tergabung 
dalam partai politik, pemilu sangat besar artinya bagi partai 
politik karena bermanfaat: 
a. Untuk mengetahui seberapa besar sesungguhnya para 
pendukungnya  
b. Jika menang, sebagai media untuk menjalankan 
programnya. 
Dengan demikian, maka pada dasarnya pemilu sangat 
penting artinya bagi warga Negara, partai politik dan 
pemerintah. Bagi pemerintah yang dihasilkan dari pemilu 
                                                          






yang jujur, berarti pemerintah itu mendapatkan dukungan 
yang sebenarnya dari rakyat, tetapi sebaliknya jika pemilu 
dilaksanakan tidak dengan jujur, maka dukungan rakyat 
tersebut hanya bersifat semu. Dari sudut pemilu sendiri, 
ketiga tujuan pemilu baru dapat tercapai jika pemilu 
dilaksanakan secara jujur. Sehingga setiap warga Negara 
yang berhak memilih memberikan pilihan sesuai hati 
nuraninya. 
Menurut Jimly Asshiddiqie tujauan dari pemilihan 
umum ada 4, yaitu : 
a. Untuk memungkinkan terjadinya terjadinya peralihan 
kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai,  
b. Untuk memungkinkan terjadinya penggantian jabatan 
yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga 
perwakilan  
c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat  




4. Asas-asas Pemilihan Umum 
Indonesia adalah negara yang menganut sistem 
demokrasi. Untuk memilih pejabat negara, baik presiden 
atau wakil rakyat, dilakukan pemilihan umum secara 
langsung oleh masyarakat. Dalam pemilu di Indonesia 
menganut asas luber jurdil. Luber judil singkatan dari 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebelum 
reformasi, pemilu hanya menganut asas luber (langsung, 
umum, bebas, rahasia) saja, namun setelah reformasi 
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Yang pertama, asas pemilu menganut asas 
langsung. Hal ini berarti para pemilih diharuskan untuk 
memberikan suaranya secara langsung, tanpa perantara 
dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Asas ini 
berguna untuk menghindari kecurangan atau jual beli 
suara jika ada sistem perwakilan dalam pemungutan 
suara. 
b. Umum 
Asas pemilu berikutnya adalah umum. 
Maksudnya pemilihan umum diikuti oleh semua warga 
Indonesia yang telah memenuhi syarat tanpa terkecuali. 
Tidak ada perbedaan, semua orang dari berbagai suku, 
ras atau agama berhak mengikuti pemilu jika sesuai 
syarat yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah 
memiliki hak pilih. 
c. Bebas 
Pemilu juga menganut asas bebas. 
Maksudnya pemilih diharuskan memberikan suaranya 
tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pemilih bisa 
memilih siapa saja calon yang diinginkan sesuai hati 
nurani, dengan jaminan keamanan tanpa ada intervensi 
atau ancaman dari pihak-pihak mana saja. 
d. Rahasia 
Asas pemilu juga memuat asas rahasia. Hal ini 
berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia 
hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Pemilu 
bersifat tertutup dan privasi dimana tidak ada yang tahu 
pilihan seseorang kecuali dia sendiri, tanpa ada campur 
tangan dari orang lain. 
e. Jujur 
Pemilu menganut asas jujur. Pemilihan umum 
harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk 






hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap 
suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk 
menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. 
f. Adil 
Terakhir, asas pemilu adalah asas adil. Hal ini 
meliputi perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu 
dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun 
diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. 
Penyelenggara pemilu harus memastikan keadilan bagi 
semua pihak selama proses pemilihan umum. 
5. Ciri Pemilihan Umum. 
Dalam sistem pemerintahan demokratis, kehadiran 
pemilu yang bebas dan adil merupakan suatu keniscayaan. 
Banyak ilmuan politik yang menggunakan pemilihan 
sebagai parameter demokrasi suatu Negara. Muhammad 
Asfar,
48
 memberikan beberapa alasan mengapa pemilu 
sangat penting bagi kehidupan demokrasi. Pertama, melalui 
pemilu memungkinkan suatu komunitas politik melakukan 
transfer kekuasaan secara damai. Kedua, melalui pemilu 
akan tercipta pelembagaan konflik. Secara konseptual, 
terdapat dua mekanisme yang dapat melakukan untuk 
tercipta pemilu yang bebas dan adil, yaitu ; 
a. Menciptakan seperangkat metode untuk mentransfer 
suara pemilih kedalam suatu lembaga perwakilan rakyat 
secara adil (electoral sytem);  
b. Menjalani pemilu sesuai dengan aturan main dan prinsip-
prinsip demokrasi (electoral process) 
Sementara itu Ranney, menyebutkan bahwa ciri- ciri 
suatu pemilu yang benar-benar bebas, meliputi: (1) 
diselenggarakan secara leguler; (2) pemilihan yang benar-
benar berarti; (3) kebebasan menempatkan calon; (4) 
kebebasan mengetahui dan mendeteksi pilihan-pilihan; (5) 
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hak pilih orang dewasa yang universal; (6) perlakuan yang 
sama dalam pemberian suara; (7) pendaftaran pemilih yang 
bebas; dan (8) penghitungan dan pelaporan hasil yang tepat. 
Sistem pemilu hakikatnya merupakan seperangkat 
metode yang mengatur warga Negara dalam memilih para 
wakilnya dalam suatu kelembagaan perwakilan rakyat, 
seperti halnya parlemen. Dengan demikian, dapat juga 
dikatakan bahwa sistem pemilihan dapat berupa seperangkat 
metode untuk mentransfer suara pemilih dalam suatu kursi 
diparlemen. Sistem pemilihan sendiri memiliki arti penting 
terutama berkaitan dengan sistem pemerintahan berdasarkan 
demokrasi perwakilan. Ada berapa alas an yang memperkuat 
argumen tersebut, antara lain
49
:  
a. Sistem pemilihan memiliki konsekuensi pada tingkat 
proporsionalitas hasil pemilihan;  
b. Sistem pemilihan mempunyai pengaruh pada jenis 
cabinet yang akan dibentuk, yaitu apakah cabinet satu 
partai atau kualisi.  
c. Sistem pemilihan mempunyai dampak pada bentuk 
sistem kepartaian, terutama berkaitan dengan jumlah 
parpol; 
d. Sistem pemilihan mempunyai pengaruh akuntabilitas 
pada pemerintahan;  
e. Sistem pemilihan mempunyai dampak pada tingkat 
kohesi parpol;  
f. Sistem pemilihan berpengaruh pada bentuk dan tingkat 
partisipasi politik masyarakat  
g. Sistem pemerintahan merupakan elemen demokrasi yang 
lebih mudah untuk dimanipulasi dibandingkan dengan 
elemen demokrasi lain.  
h. Sistem pemilihan dapat dimanipulasi melalui berbagai 
peraturan yang demokratis dalam implementasinya. 
 
                                                          






C. Tata Cara Pemilu di Indonesia 
Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses memilih 
seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut 
beraneka-ragam, mulai dari jabatan Presiden (eksekutif), wakil 
rakyat (legislatif) di berbagai tingkat pemerintahan, 
sampai kepala desa. Pemilu adalah sarana pelaksanaan 
kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan 
sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan 
lembaga demokrasi. 
Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan 
tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara 
yang demokratis. Sehingga pemilu merupakan motor penggerak 
mekanisme sistem politik Indonesia.
50
 Sampai sekarang pemilu 
masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. 
Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. 
Melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam 
politik atau sistem kenegaraan. 
Sistem Pemilihan Umum merupakan metode yang 
mengatur serta memungkinkan warga negara memilih atau 
mencoblos para wakil rakyat diantara mereka sendiri. Metode 
berhubungan erat dengan aturan dan prosedur merubah atau 
mentransformasi suara ke kursi di parlemen. Mereka sendiri 
maksudnya adalah yang memilih ataupun yang hendak dipilih 
juga merupakan bagian dari sebuah entitas yang sama. 
Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan 
umum sejak zaman kemerdekaan. Semua pemilihan umum itu 
tidak diselenggarakan dalam kondisi yang vacuum, tetapi 
berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentukan hasil 
pemilihan umum tersebut. Dari pemilu yang telah 
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diselenggarakan juga dapat diketahui adanya usaha untuk 




a. Zaman Demokrasi Parlementer (1945-1959) 
Pada masa ini pemilu diselenggarakan oleh kabinet 
BH-Baharuddin Harahap (tahun 1955). Pada pemilu ini 
pemungutan suara dilaksanakan 2 kali yaitu yang pertama 
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan 
September dan yang kedua untuk memilih anggota 
Konstituante pada bulan Desember. Sistem yang diterapkan 
pada pemilu ini adalah sistem pemilu 
proporsional. Pelaksanaan pemilu pertama ini berlangsung 
dengan demokratis dan khidmat,  Tidak ada pembatasan partai 
politik dan tidak ada upaya dari pemerintah mengadakan 
intervensi atau campur tangan terhadap partai politik dan 
kampanye berjalan menarik. Pemilu ini diikuti 27 partai dan 
satu perorangan. Akan tetapi stabilitas politik yang begitu 
diharapkan dari pemilu tidak tercapai. Kabinet Ali (I dan II) 
yang terdiri atas koalisi tiga besar: NU, PNI dan Masyumi 
terbukti tidak sejalan dalam menghadapi beberapa masalah 
terutama yang berkaitan dengan konsepsi Presiden Soekarno 
zaman Demokrasi Parlementer berakhir.
52
 
b. Zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965) 
Setelah pencabutan Maklumat Pemerintah pada 
November 1945 tentang keleluasaan untuk mendirikan partai 
politik, Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai politik 
menjadi 10 parpol. Pada periode Demokrasi Terpimpin tidak 
diselanggarakan pemilihan umum. 
c. Zaman Demokrasi Pancasila (1965-1998) 
Setelah turunnya era Demokrasi Terpimpin yang 
semi-otoriter, rakyat berharap bisa merasakan sebuah sistem 
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politik yang demokratis & stabil. Upaya yang ditempuh untuk 
mencapai keinginan tersebut diantaranya melakukan berbagai 
forum diskusi yang membicarakan tentang sistem distrik yang 
terdengan baru di telinga bangsa Indonesia. 
Pendapat yang dihasilkan dari forum diskusi ini 
menyatakan bahwa sistem distrik dapat menekan jumlah 
partai politik secara alamiah tanpa paksaan, dengan tujuan 
partai-partai kecil akan merasa berkepentingan untuk 
bekerjasama dalam upaya meraih kursi dalam sebuah distrik. 
Berkurangnya jumlah partai politik diharapkan akan 
menciptakan stabilitas politik dan pemerintah akan lebih kuat 
dalam melaksanakan program-programnya, terutama di 
bidang ekonomi. 
Karena gagal menyederhanakan jumlah partai politik 
lewat sistem pemilihan umum, Presiden Soeharto  melakukan 
beberapa tindakan untuk menguasai kehidupan kepartaian. 
Tindakan pertama yang dijalankan adalah mengadakan fusi 
atau penggabungan diantara partai politik, mengelompokkan 
partai-partai menjadi tiga golongan yakni Golongan Karya 
(Golkar), Golongan Nasional (PDI), dan Golongan Spiritual 
(PPP). Pemilu tahun1977 diadakan dengan menyertakan tiga 
partai, dan hasilnya perolehan suara terbanyak selalu diraih 
Golkar. 
d. Zaman Reformasi (1998- Sekarang) 
Pada masa Reformasi 1998, terjadilah liberasasi di 
segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik 
Indonesia merasakan dampak serupa dengan diberikannya 
ruang bagi masyarakat untuk merepresentasikan politik 
mereka dengan memiliki hak mendirikan partai politik. 
Banyak sekali parpol yang berdiri di era awal reformasi. Pada 






mengikuti pemilu ada 48 partai. Jumlah ini tentu sangat jauh 
berbeda dengan era orba.
53
 
Pada tahun 2004 peserta pemilu berkurang dari 48 
menjadi 24 parpol saja. Ini disebabkan telah diberlakukannya 
ambang batas (Electroral Threshold) sesuai UU Nomor 3 
Tahun 1999 tentang Pemilu, yang mengatur bahwa partai 
politik yang berhak mengikuti pemilu selanjutnya adalah 
parpol yang meraih sekurang-kurangnya 2% dari jumlah kursi 
DPR. Partai politik yang tidak mencapai ambang batas boleh 
mengikuti pemilu selanjutnya dengan cara bergabung dengan 
partai lainnya dan mendirikan parpol baru. Untuk partai 
politik baru. Persentase threshold dapat dinaikkan jika dirasa 
perlu seperti persentasi Electroral Threshold 2009 menjadi 
3% setelah sebelumnya pemilu 2004 hanya 2%. Begitu juga 
selanjutnya pemilu 2014 ambang batas bisa juga dinaikan lagi 
atau diturunkan. 
Pemilu dianggap sebagai bentuk paling riil dari 
demokrasi serta wujud paling konkret keiktsertaan 
(partisipasi) rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh 
sebab itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu hampir selalu 
menjadi pusat perhatian utama karena melalui penataan, 
sistem & kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat 
benar-benar mewujudkan pemerintahan demokratis. 
 
D. Hak Pilih dan Permasalahannya 
1. Hak Pilih 
Bagi bangsa Indonesia UUD 1945 telah memberikan 
jaminan terhadap hak-hak asasi. Keterikatan bangsa Indonesia 
terhadap masalahmasalah hak asasi, dapat dilihat dari 
pengaturan hak hak dasar yang dimuat dalam konstitusi. 
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Pengaturan tersebut bukan hanya memuat hakhak hukum dan 
politik, tapi juga dibidang sosial ekonomi dan budaya.
54
  
Menurut Jimly Asshiddiqie hak asasi manusia terbagi 
menjadi beberapa kelompok. Salah satunya adalah kelompok 
hak politik, ekomoni, sosial budaya. Dan yang termasuk hak-
hak politik adalah Pertama, setiap warga negara berhak untuk 
memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat. 
Kedua, setiap wagra negara dapat diangkat untuk menduduki 
jabatan-jabatan publik.  
Menurut Undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum, warga Negara Indonesia yang waktu 
pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum tertera pada 
pasal 198 yaitu :
55
 
a. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan 
suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau 
lebih sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai 
hak memilih. 
b. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 8 
ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu 
dalam daftar Pemilih. 
c. Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak 
politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih 
Dari Ketentuan tersebut jelas, bahwa pada hakikatnya 
setiap warga Negara Indonesia memiliki hak memilih. Warga 
Negara Indonesia adalah setiap penduduk (orang ) yang 
menurut undang-undang no. 12 tahun 2006 tentang 
kewarganegaraan Republik Indonesia adalah warga Negara 
Indonesia. Orang–orang yang bukan warga Negara Indonesia 
adalah orang asing dan mereka tidak memiliki hak pilih di 
Indonesia. Meskipun setiap warga Negara Indonesia (laki-laki 
dan wanita) mempunyai hak untuk memilih, namun UU 
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Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta 
dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas 
umur adalah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan 
umum.  
Adapun ketetapan umur 17 tahun adalah bedasarkan 
perkembangan politik di Indonesia, bahwa warga Negara 
Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun 
ternyata sudah mempunyai pertanggungjawaban politik 
terhadap Negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya 
diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan 
anggota badan – badan perwakilan rakyat. 
Namun, pada pasal-pasal didalam UU Pemilu ada warga 
Negara Indonesia tidak memiliki hak pilih yaitu :
56
  
a. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik 
Indonesia tidak memiliki hak pilih meskipun TNI dan 
POLRI adalah warga Negara Indonesia. Hal ini sesuai 
dengan pasal 200 Undang-Undang pemilu yaitu “Dalam 
Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak 
menggunakan haknya untuk memilih.”  
b. Warga Negara yang telah di cabut hak politiknya oleh 
pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 198 ayat (3) yaitu 
: “Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak 
politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak 
memilih.” 
2. Permasalahan dalam hak pilih 
Hak pilih warga negara merupakan unsur paling 
esensial dan fundamental dalam pelaksanaan Pemilu maupun 
Pilkada. Tidak heran jika Penyelenggara Pemilu, menjaga hak 
pilih adalah salah satu tugas utama. Dalam kajian perilaku 
pemilih hanya ada dua konsep utama, yaitu perilaku memilih 
(voting behavior) dan perilaku tidak memilih (non voting 
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behavior). David Moon mengatakan ada dua pendekatan 
teoritik utama dalam menjelaskan prilaku non-voting yaitu: 
pertama, menekankan pada karakteristik sosial dan psikologi 
pemilih dan karakteristik institusional sistem pemilu; dan 
kedua, menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan 




Istilah golput muncul pertama kali menjelang pemilu 
pertama zaman Orde Baru tahun 1971. Pemakarsa sikap untuk 
tidak memilih itu, antara lain Arief Budiman, Julius Usman 
dan almarhum Imam Malujo Sumali. Langkah mereka 
didasari pada pandangan bahwa aturan main berdemokrasi 
tidak ditegakkan, cenderung diinjak-injak. 
Golput menurut Arif Budiman bukan sebuah organisasi 
tanpa pengurus tetapi hanya merupakan pertemuan solidaritas 
(Arif Budiman). Sedangkan Arbi Sanit mengatakan bahwa 
golput adalah gerakan protes politik yang didasarkan pada 
segenap problem kebangsaan, sasaran protes dari dari gerakan 
golput adalah penyelenggaraan pemilu. Mengenai golput alm. 
KH. Abdurrahaman Wahid pernah mengatakan “kalau tidak 
ada yang bisa di percaya, ngapain repot-repot ke kotak suara, 
dari pada nanti kecewa” 
Sikap orang-orang golput, menurut Arbi Sanit dalam 
memilih memang berbeda dengan kelompok pemilih lain atas 
dasar cara penggunaan hak pilih. Apabila pemilih umumnya 
menggunakan hak pilih sesuai peraturan yang berlaku atau 
tidak menggunakan hak pilih karena berhalangan di luar 
kontrolnya, kaum golput menggunakan hak pilih dengan tiga 
kemungkinan. Pertama, menusuk lebih dari satu gambar 
partai. Kedua ,menusuk bagian putih dari kartu suara. Ketiga, 
tidak mendatangi kotak suara dengan kesadaran untuk tidak 
menggunakan hak pilih. Bagi mereka, memilih dalam pemilu 
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sepenuhnya adalah hak. Kewajiban mereka dalam kaitan 
dengan hak pilih ialah menggunakannya secara 
bertanggungjawab dengan menekankan kaitan penyerahan 
suara kepada tujuan pemilu, tidak hanya membatasi pada 
penyerahan suara kepada salah satu kontestan pemilu. 
Eep Saefulloh Fatah, mengklasifikasikan golput atas 
empat golongan. Pertama, golput teknis, yakni mereka yang 
karena sebab-sebab teknis tertentu (seperti keluarga 
meninggal, ketiduran, dan lain-lain) berhalangan hadir ke 
tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos 
sehingga suaranya dinyatakan tidak sah. Kedua, golput teknis-
politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih 
karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, 
penyelenggara pemilu). Ketiga, golput politis, yakni mereka 
yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia 
atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa 
perubahan dan perbaikan. Keempat, golput ideologis, yakni 
mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) 
dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan 
fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain. 
Berangkat dari penjelasan ini dalam pemahaman 
penulis faktor yang menyebabkan masyarakat untuk tidak 
menggunakan hak pilihnya secara sederhana dapat di 
klasifikasikan kedalam dua kelompok besar yaitu faktor dari 
internal pemilih dan faktor ekternal. Faktor internal yang 
penulis maksud adalah alasan pemilih untuk tidak 
menggunakan hak pilih dalam pemilu bersumber dari dirinya 
sendiri, sedangkan ekternal alasan tersebut datang dari luar 
dirinya. Secara terperinci dapat dilihat berikut ini
58
 : 
a. Faktor Internal  
1) Faktor Teknis 
Faktor teknis yang penulis maksud adalah adanya 
kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih 
                                                          






sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak 
pilih. Seperti pada saat hari pencoblosan pemilih sedang 
sakit, pemilih sedang ada kegiatan yang lain serta 
berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi 
pemilih. Kondisi itulah yang secara teknis membuat 
pemilih tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak 
pilihnya. Faktor teknis ini dalam pemahaman dapat di 
klasifikasikan ke dalam dua hal yaitu teknis mutlak dan 
teknis yang bisa di tolerir. Teknis mutlak adalah 
kendala yang serta merta membuat pemilih tidak bisa 
hadir ke TPS seperti sakit yang membuat pemilih tidak 
bisa keluar rumah. Sedang berada di luar kota. Kondisi 
yang seperti yang penulis maksud teknis mutlak. Teknis 
yang dapat di tolerir adalah permasalahan yang sifatnya 
sederhana yang melakat pada pribadi pemilih yang 
mengakibat tidak datang ke TPS. Seperti ada keperluan 
keluarga, merencanakan liburan pada saat hari 
pemilihan. Pada kasus-kasus seperti ini dalam 
pemahaman penulis pemilih masih bisa mensiasatinya, 
yaitu dengan cara mendatangi TPS untuk menggunakan 
hak pilih terlebih dahulu baru melakukan aktivitas atau 
keperluan yang bersifat pribadi.
59
 
Pemilih golput yang karena alasan teknis yang 
tipe kedua ini cenderung tidak mengetahui essensi dari 
menggunakan hak pilih, sehingga lebih mementingkan 
kepentingan pribadi dari pada menggunakan pilihnya. 
Pemilih ideal harus mengetahui dampak dari satu suara 
yang diberikan dalam pemilu. Hakikatnya suara yang 
diberikan itulah yang menentukan pemimpin lima tahun 
mendatang. Dengan memilih pemimpin yang baik 
berarti pemilih berkontribusi untuk menciptakan masa 
depan yang lebih baik pula. 
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2) Faktor Pekerjaan 
Faktor pekerjaan adalah pekerjaan sehari-hari 
pemilih. Faktor pekerjaan pemilih ini dalam 
pemahaman penulis memiliki kontribusi terhadap 
jumlah orang yang tidak memilih. Berdasarkan data 
Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010 dari 107,41 juta 
orang yang bekerja, paling banyak bekerja di sektor 
pertanian yaitu 42,83 juta orang (39,88 persen), disusul 
sektor perdagangan sebesar 22,21 juta orang (20,68 
persen), dan sektor jasa kemasyarakatan sebesar 15,62 
juta orang (14,54 persen). Data yang hampir sama di 
Provinsi Kepuluan Riau berdasrakan Data BPS 2010, 
sebanyak 31,9% penduduk bekerja di sektor industri, 
sektor jasa kemasyarakatan sebesar 20,7%, sektor 
perdagangan sebesar 18,18% dan pertanian dan 
perkebunan 13,5%. Data di atas menunjukkan sebagian 
besar penduduk Indonesia bekerja di sektor informal, 
dimana penghasilanya sangat terkait dengan 
intensitasnya bekerja. Banyak dari sektor informal yang 
baru mendapatkan penghasilan ketika mereka bekerja, 
tidak bekerja berarti tidak ada penghasilan. Seperti 
tukang ojek, buruh harian, nelayan, petani harian.  
Kemudian ada pekerjaan masyarakat yang 
mengharuskan mereka untuk meninggal tempat 
tinggalnya seperti para pelaut, penggali tambang. 
Kondisi seperti membuat mereka harus tidak memilih, 
karena faktor lokasi mereka bekerja yang jauh dari TPS. 
Maka dalam pemahaman penulis faktor pekerjaan 
cukup singifikan pada pada faktor internal membuat 
pemilih untuk tidak memilih. Pemilih dalam kondisi 
seperti ini dihadapkan pada dua pilihan menggunakan 
hak pilih yang akan mengancam berkurang yang 







b. Faktor Eksternal 
Faktor ektenal faktor yang berasal dari luar yang 
mengakibatkan pemilih tidak menggukan hak pilihnya 
dalam pemilu. Ada tiga yang masuk pada kategori ini 




1) Faktor Administratif 
Faktor adminisistratif adalah faktor yang berkaitan 
dengan aspek adminstrasi yang mengakibatkan pemilih 
tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya 
tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu 
pemilihan tidak memiliki identitas kependudukan 
(KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang 
membuat pemilih tidak bisa ikut dalam pemilihan. 
Pemilih tidak akan bisa menggunakan hak pilih jika 
tidak terdaftar sebagai pemilih. Kasus pemilu legislatif 
2009 adalah buktinya banyaknya masyarakat Indonesia 
yang tidak bisa ikut dalam pemilu karena tidak terdaftar 
sebagai pemilih. Jika kondisi yang seperti ini terjadi 
maka secara otomatis masyarakat akan tergabung 
kedalam kategori golput. 
Faktor berikut yang menjadi penghalang dari aspek 
administrasi adalah permasalahan kartu identitas. Masih 
ada masyarakat tidak memilki KTP. Jika masyarakat 
tidak memiliki KTP maka tidak akan terdaftar di DPT 
(Daftar Pemimilih Tetap) karena secara administtaif 
KTP yang menjadi rujukkan dalam mendata dan 
membuat DPT. Maka masyarakat baru bisa terdaftar 
sebagai pemilih menimal sudah tinggal 6 bulan di satu 
tempat. Golput yang diakibat oleh faktor administratif 
ini bisa diminimalisir jika para petugas pendata pemilih 
melakukan pendataan secara benar dan maksimal untuk 
mendatangi rumah-rumah pemilih. Selain itu dituntut 
                                                          






inisiatif masyarakat untuk mendatangi petugas 
pendataan untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. 
Langkah berikutnya DPS (Daftar Pemilih Sementara) 
harus tempel di tempat-tempat strategis agar bisa dibaca 
oleh masyarakat. Masyarakat juga harus berinisiatif 
melacak namanya di DPS, jika belum terdaftar segara 
melopor ke pengrus RT atau petugas pendataan. 
Langkah berikut untuk menimalisir terjadi golput karen 
aspek adminitrasi adalah dengan memanfaatkan data 
kependudukan berbasis IT. Upaya elektoronik Kartu 
Tanda Penduduk (E KTP) yang dilakukan pemerintahan 
sekarang dalam pandangan penulis sangat efektif dalam 
menimalisir golput administratif. 
2) Faktor Sosialisasi 
Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan 
pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam 
rangka memenimalisir golput. Hal ini di sebabkan 
intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari 
memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur pemilu 
legislatif dan pemilu presiden hal ini belum dimasukkan 
pemilihan yang lebih kecil RT/ RW. Kondisi lain yang 
mendorong sosialisi sangat penting dalam upaya 
meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah 
dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi 
selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang 
berbeda. Pada Pemilu 1999 diikuti sebanyak 48 partai 
politik, pada pemilu 2004 dikuti oleh 24 partai politik 
dan pemilu 2009 dikuti oleh 41 partai politik nasional 
dan 6 partai politik lokal di Aceh.  
Kondisi ini menuntut perlunya sosialisasi terhadap 
masyarakat. Permasalahan berikut yang menuntut 
perlunya sosialisasi adalah mekanisme pemilihan yang 
berbeda antara pemilu sebelum reformasi dengan 






memilih lambang partai sementara sekarang selian 
memilih lambang juga harus memilih nama salah satu 
calon di pertai tersebut. Perubahan yang signifikan 
adalah pada pemilu 2009 dimana kita tidak lagi 
mencoblos dalam memilih tetapi dengan cara menandai. 
Kondisi ini semualah yang menuntu pentingnya 
sosialisasi dalam rangka menyukseskan pelaksanaan 
pemilu dan memenimalisir angka golput dalam setiap 
pemilu. Terlepas dari itu semua penduduk di Indonesia 
sebagai besar berada di pedesaan maka menyebar 
luaskan informasi pemilu dinilai pentingi, apalagi bagi 
masyarakat yang jauh dari akses transportasi dan 
informasi, maka sosiliasi dari mulut ke mulut menjadi 
faktor kunci mengurangi angka golput. 
3) Faktor Politik 
Faktor politik adalah alasan atau penyebab yang 
ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau 
memilih. Seperti ketidak percaya dengan partai, tak 
punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak 
percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan 
dan perbaikan. Kondisi inilah yang mendorong 
masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. 
Stigma politik itu kotor, jahat, menghalalkan segala 
cara dan lain sebagainya memperburuk kepercayaan 
masyarakat terhadap politik sehingga membuat 
masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilih. 
Stigma ini terbentuk karena tabiat sebagian politisi yang 
masuk pada kategori politik instan. Politik dimana baru 
mendekati masyarakat ketika akan ada agenda politik 
seperti pemilu. Maka kondisi ini meruntuhkan 
kepercayaan masyarakat pada politisi. Faktor lain 
adalah para politisi yang tidak mengakar, politisi yang 
dekat dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Sebagian 






pemegang kekuasaan. Mereka lebih menngantungkan 
diri pada pemimpinnya di bandingkan mendekatkan diri 
dengan konstituen atau pemilihnya. Kondisi lain adalah 
tingkah laku politisi yang banyak berkonflik mulai 
konflik internal partai dalam mendapatkan jabatan 




Konflik seperti ini menimbulkan anti pati 
masyarakat terhadap partai politik. Idealnya konflik 
yang di tampilkan para politisi seharusnya tetap 
mengedepankan etika politik (fatsoen). Politik 
pragamatis yang semakin menguat, baik dikalangan 
politisi maupun di sebagian masyarakat. Para politisi 
hanya mencari keuntungan sesaat dengan cara 
mendapatkan suara rakyat. Sedangan sebagian 
masyarakat kita, politik dengan melakukan transaksi 
semakin menjadi-jadi. Baru mau mendukung, memilih 
jika ada mendapatkan keutungan materi, maka muncul 
ungkapan kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau sudah 
jadi/terpilih mereka akan lupa janji. Kondisi-kondisi 
yang seperti penulis uraikan ini yang secara politik 
memengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak 
pilihnya. Sebagian Masyarakat semakin tidak yakin 
dengan politisi. Harus diakui tidak semua politisi 
seperti ini, masih banyak politisi yang baik, namun 
mereka yang baik tenggelam dikalahkan politisi yang 
tidak baik. 
 
E. Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 
Konsepsi demokrasi selalu menempatkan rakyat pada 
posisi yang strategis dalam sistem ketatanegaraan. Walaupun 
pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara 
yang satu dengan negara yang lain. Karena berbagai varian 
                                                          






implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam literatur 
kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi 
konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, 
demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, 
demokrasi nasional, dan lain sebagainya.
62
 Sedangkan salah satu 
prinsip negara demokrasi adalah perwakilan politik. Kekuasaan 
politik tertinggi dalam suaru negara dan dalam suatu masyarakat 
hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan, 
yang diisi melalui pemilihan umum.
63
  
Sejatinya negara hukum sangat melindungi Hak Asasi 
Manusia (HAM), Indonesia sebagai negara hukum diharuskan 
menjaga dan melindungi HAM yang sudah diatur secara tegas 
dalam Pasal 28 A-J UUD 1945. Negara Hukum pada prinsipnya 
adalah Negara yang menjunjung tinggi supremasi Hukum, 
dimana konstitusi dan peraturan hukum atau regulasi menjadi 
acuan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada 
negara hukum. Perlindungan HAM serta peran serta masyarakat 
dalam Pemilu. Salah satu prinsip negara hukum adalah 
perlindungan terhadap HAM, Indonesia sebagai negara hukum 
telah mengimplementasikan prinsip tersebut dalam Pasal 28 A-J 
UUD 1945. Perwakilan politik sebagai salah satu prinsip negara 
demokrasi dapat dilihat dalam pemilihan umum, yaitu dengan 
keterlibatan rakyat dalam menggunakan hak politiknya. Menurut 
Rousseau, konsep demokrasi di Indonesia mengedepankan 
konsep kedaulatan rakyat, artinya adalah cara atau sistem tertentu 
yang memenuhi kehendak umum yang bersifat abstrak, kehendak 
umum yang dimaksud adalah kehendak rakyat. 
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar 
demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna 
menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang 
dihasilkan dari Pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang 
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mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi 
tonggak tegaknya demokrasi, di mana rakyat secara langsung 
terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara 
untuk satu periode pemerintahan ke depan. Keberhasilan pemilu 
tentunya dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kesadaran 
politik setiap warga negara. Kesadaran politik ini terefleksi dari 
seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses 
pemilu, dengan memberikan kesempatan kepada setiap warga 
negara untuk memberikan suara dukungannya dalam proses 




Persyaratan hak pilih penyandang disabilitas berdasarkan 
UUD 1945. Perubahan sistem politik dan kekuasaan negara pasca 
terjadinya amandemen UUD 1945 telah membawa angin segar 
bagi perkembangan cita demokrasi dan konstitusionalisme 
Indonesia. Salah satu implikasinya, telah terjadi pergeseran 
kekuasaan dari supremasi parlemen (parliament supremacy) 
menuju supremasi konstitusi (constitutional supremacy). 
Kedaulatan rakyat (people‟s sovereignty) yang dahulu berada di 
tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kini telah 
berubah menjadi terletak di tangan rakyat.
65
 Kedaulatan rakyat 
yang dimaksud salah satunya adalah peran aktif masyarakat 
dalam pemilu.  
Sesuai prinsip kedaulatan rakyat, maka seluruh aspek 
penyelenggaraan pemilu harus dikembalikan kepada rakyat untuk 
menentukannya. Tidak adanya jaminan terhadap hak warga 
negara dalam memilih pemimpin negaranya merupakan suatu 
pelanggaran terhadap hak asasi. Terlebih lagi, Pasal 2 ayat (1) 
UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan 
rakyat. Pada prinsipnya persyaratan pemilih penyandang 
disabilitas pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
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tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tidak bertentangan 
dengan Pasal 22E UUD 1945. Pasal 22E UUD 1945, tidak 
disebutkan tentang persyaratan pemilih, karena UUD 1945 telah 
memerintahkan pengaturan lebih lanjut tentang pemilu kepada 
undang-undang. Menurut Hans Kelsen UUD memerintahkan 
pembentukan undang-undang karena konstitusi adalah urutan 
tertinggi dalam tata hukum nasional.
66
 Pertentangan terjadi pada 
Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap warga negara 
berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 
Pasal ini memberikan tafsir bahwa kesempatan yang sama 
termasuk juga dalam menentukan siapa pemerintah yang layak 
dalam menyelesaikan urusan pemerintahan. Ketentuan mengenai 
persyaratan pemilih penyandang disabilitas tersebut merupakan 
pengingkaran terhadap hak asasi warga negara atau diskriminasi 
atas dasar keyakinan politik. Padahal UUD 1945 tidak 
membenarkan adanya diskriminasi berdasarkan perbedaan 
agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status 
ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.  
Hak pilih juga diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A 
(1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Ketentuan-
ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang 
melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat 
melaksanakan hak pilihnya. Ketentuan tersebut menegaskan 
bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang 
mengatur mengenai pemilihan umum sudah seharusnya 
membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara 
untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. 
Berkaitan dengan kebertentangan persyaratan Hak Pilih 
penyandang disabilitas dengan UUD 1945. Hal ini tentu 
bertentangan, apalagi hak politik secara nyata tegas dilindungi 
dalam Pasal 28D ayat (3). Pasal tersebut bermaksud memberikan 
kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia 
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untuk ikut serta dan ikut terlibat dalam pemerintahan, baik 
sebagai pemilih maupun calon pemerintah yang akan dipilih.
67
 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 
tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political 
Right (UU Pengesahan ICCPR). Apabila melihat Pasal 1 huruf a 
dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian 
Internasional (UU Perjanjian Internasional) maka yang dimaksud 
dengan perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk 
dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang 
dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di 
bidang hukum publik. Ratifikasi pada hakikatnya merupakan 
salah satu cara pengesahan sebuah perjanjian internasional untuk 
dapat dijadikan salah satu produk hukum di negara-negara 
peserta perjanjian tersebut. Istilah pengesahan yang dipergunakan 
dalam praktik hukum perjanjian internasional di Indonesia 
khususnya UU Perjanjian Internasional diambil dan 
diterjemahkan dari istilah ratifikasi.  
Sebagaimana Pasal 2 ayat (1) b Konvensi Wina 1969 
tentang Perjanjian Internasional, ratifikasi dapat diartikan 
“Ratification”, “accaptance”, “approval” and “accession” 
meanin each case the international act so named whereby a State 
establishes on the international plane its consent to be bound by 
atreary.
68
 Pelaksanaan terhadap berlakunya undang-undang 
tentunya menjadi suatu kewajiban tersendiri bagi pemerintah dan 
masyarakat harus berperan aktif dalam pelaksanaan juga 
pengawasan.
69
 Termasuk juga undang-undang hasil ratifikasi 
perjanjian internasional yang dilaksanakan oleh Indonesia. Dalam 
UU Pengesahan ICCPR tidak ada pasal yang membatasi atau 
mengisyaratkan bahwa harus ada syarat-syarat tambahan tentang 
hak pilih bagi penyandang disabilitas. Pada Pasal 5 UU 
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Pengesahan ICCPR dijelaskan secara gamblang tentang hal 
tersebut. Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun 
dalam kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak 
kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri 
dalam kegiatan. Hal ini bertujuan untuk menghancurkan hak atau 
kebebasan mana pun yang diakui dalam kovenan ini atau 
membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan 
ini.  
Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau 
penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku di 
negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan, atau 
kebiasaan. Dengan dalih bahwa kovenan ini tidak mengakui hak 
tersebut atau mengakuinya tetapi secara sempit. Dalam ICCPR 
tidak disebutkan atau didefinisikan bahwa hak politik 
penyandang disabilitas dapat dikurangi, bahkan pengurangan hak 
politik tidak dapat dilakukan. Karena sejatinya ICCPR dengan 
melindungi hak politik setiap orang tanpa membedakan keadaan 
kesehatan, artinya persyaratan pemilih penyandang disabilitas 
sangat bertentangan dengan hak politik penyandang disabilitas.  
Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-
XIII/2015 perihal hak pilih disabilitas mental dalam pemilu juga 
menyebutkan bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi 
didasarkan pada UUD 1945 yaitu: Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, 
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian dalam 
Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas 
pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil 
serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.  
Berdasarkan dasar-dasar hukum di atas, Mahkamah 
Konstitusi menyatakan bahwa penjelasan hukum yang berbunyi: 
“untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga Negara Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: untuk dapat 






terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi syarat: tidak sedang 
terganggu jiwa/ingatanya”. 
Disabilitas mental adalah sebuah kondisi episodik, atau 
tidak permanen. Meskipun penderita mengalami disabilitas dalam 
sebagian fungsi mentalnya, mereka tetap bisa hidup normal dan 
mampu menentukan yang terbaik menurut diri mereka. Syarat 
untuk menjadi pemilih dalam pemilu adalah berusia 17 tahun dan 
atau sudah menikah. Tidak ada persyaratan yang menyebutkan 
pemilih sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya. Artinya, semua 
warga negara yang sudah punya hak pilih, termasuk penyandang 
disabilitas, wajib didata tanpa terkecuali. Persoalan mereka nanti 
bisa menggunakan hak pilihnya atau akan mencoblos atau tidak, 
adalah persoalan berbeda. Tapi negara harus memenuhi hak 
setiap warga negara untuk bisa didata sebagai pemilih. untuk 
dapat didaftar sebagai pemilih, warga Negara Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: untuk dapat 
menggunakan hak pilihnya, warga Negara Indonesia harus 
terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi syarat: tidak sedang 
terganggu jiwa/ingatanya 
 
F. Disabilitas Dalam Islam 
Manusia sebagai makhluk Tuhan tetaplah berjenis satu. 
Keberagaman manusia yaitu setiap manusia memiliki perbedaan. 
Perbedaan itu ada karena manusia adalah makhluk/individu yang 
setiap individu memiliki ciri-ciri khas tersendiri.
70
 Perbedaan 
individu dapat dilihat dari berbagai aspek baik itu perbedaan 
warna kulit, suku, ras, fisik, kaya, miskin, mulia, lemah, kuat dan 
sebagainya. Perbedaan individu dapat dilihat pada penyandang 
disabilitas yang mendapat perlakuan diskriminasi di masyarakat 
maka dari itu ditetapkan Undang-undang. Sebagaimana telah 
tercantum dalam Undang-undang No.8 tahun 2016 tentang 
penyandang disabilitas guna untuk memberi kebebasan dari rasa 
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takut dan perlu adanya jaminan untuk mendapatkan kesejahteraan 
bagi penyandang disabilitas. 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa Islam memandang 
penyandang disabilitas secara fisik adalah sebagai berikut: 
1. Bertindak sama atau bersikap toleransi terhadap sesama, 
sebagaimana firman Allah SWT dalam surah „Abasa ayat 2 : 
ٰى   ًَ َػأ   ٢أٌَ َجآَءُِ ٱۡلأ
“karena seorang buta telah datang kepadanya 
(Abdullah bin Ummi Maktum)” (Q.S. „Abasa : 2).
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(telah datang seorang buta kepadanya) yaitu 
Abdullah bin Umi Maktum. Nabi saw. tidak melayaninya 
karena pada saat itu ia sedang sibuk menghadapi orang-
orang yang diharapkan untuk dapat masuk Islam, mereka 
terdiri dari orang-orang terhormat kabilah Quraisy, dan ia 
sangat menginginkan mereka masuk Islam. Sedangkan orang 
yang buta itu atau Abdullah bin Umi Maktum tidak 
mengetahui kesibukan Nabi saw. pada waktu itu, karena ia 
buta. Maka Abdullah bin Umi Maktum langsung menghadap 
dan berseru, "Ajarkanlah kepadaku apa-apa yang telah Allah 
ajarkan kepadamu." Akan tetapi Nabi saw. pergi berpaling 
darinya menuju ke rumah, maka turunlah wahyu yang 
menegur sikapnya itu, yaitu sebagaimana yang disebutkan 
dalam surat ini. Nabi saw. setelah itu, apabila datang 
Abdullah bin Umi Maktum berkunjung kepadanya, beliau 
selalu mengatakan, "Selamat datang orang yang 
menyebabkan Rabbku menegurku karenanya," lalu beliau 
menghamparkan kain serbannya sebagai tempat duduk 
Abdullah bin Umi Maktum. 
2. Memberi keringanan untuk tidak melaksanakan secara 
sempuran kewajiaban-kewajiban yang menuntun panca indra 
dan anggota fisiknya, tidak mendiskriminasi, mempunyai 
hak untuk memilih dan menyambung silaturrahmi. 
                                                          






Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 
61, 
                  
                     
               
                  
                   
                 
                      
                  
         
Artinya : “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi 
orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak 
(pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah 
kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, 
di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah 
saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-
saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara 
bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara 
ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu 
yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya 
atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi 
kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. 
Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu 
memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi 






berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah 
menjelaskan ayat-ayat(-Nya) bagimu, agar kamu mengerti”. 




3. Diperbolehkan untuk tidak ikut berperang, sebagaimana 
firman Allah SWT dalam surah al-fath ayat 7, 
ا  ً ُ َػِزيًزا َحِكي ٌَ ٱّلِلَّ َكا َٔ ِضِۚ  َسأ ٱۡلأ َٔ ِت  َٰٕ ًَٰ ِ ُجُُُٕد ٱنسَّ ّلِِلَّ َٔ٧  
“Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi. 
Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. 
(Q.S. Al-Fath : 7)
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Dari tiga pandangan Al-Quran di atas bahwa menjadi 
dasar untuk bersikap toleransi terhadap sesama tanpa membeda-
bedakan terutama terhadap penyandang disabilitas dan tidak 
bersikap diskrimansi terhadap penyandang disabilitas. 
Sependapat dengan Cece Abdulwaly dalam bukunya Bela Al-
Quran Agar Al-Quran membela kita dan Al-Quran dan As-
Sunnah sebagai Pedoman Hidup karangan Ibnu Khalil bahwa 
ayat-ayat Al-Quran menjelaskan hukum-hukum, larangan, 
perintah dan Ayat-ayat Al-Quran ini sebagai pedoman untuk 
manusia dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Sebagaimana 
dipertegaskan juga dalam Q.S. Al-Hujurat : 11 sebagai berikut: 
                     
                        
                       
                      
aynitrA “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan 
orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh 
Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan 
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jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan 
kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih 
baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan 
jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung 
ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang 
buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, 





Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya nilai kesetaraan, 
keadilan dan tidak bersikap diskriminasi terhadap siapapun. 
Nilai-nilai tersebut membentuk sikap manusia untuk 
menghormati dan menghargai sesama manusia sebagai nilai 
universal yang dikandung semua budaya-agama di dunia. 
Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk 
Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkatan 
atau kedudukan yang sama tersebut bersumber dari pandangan 
bahwa semua manusia tanpa dibedakan adalah diciptakan dengan 
kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi 
derajatnya dibandingkan makhluk lain. Sesiapa yang 
mengerjakan amal shaleh dan beriman baik laki-laki maupun 
perempuan, penyandang disabilitas maupun individu yang normal 
akan mendapat pahala yang sama tanpa melihat dari segi apapun. 
Perbedaan antara manusia yang satu dengan yang lain ialah iman 
dan takwanya yaitu mereka yang mendapat kedudukan yang 
mulia disisi Allah.
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“Dari Abu Hurairah ra. dan ia meriwayatkannya sampai 
kepada Nabi Saw. beliau bersabda,“Sesungguhnya Allah tidak 
melihat kepada bentuk-bentuk rupa kalian dan harta-harta 
kalian, tetapi Dia hanya memandang kepada amal perbuatan dan 
hati kalian.”(HR. Muslim dan Ibnu Majah)
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Islam memandang netral terhadap penyandang disabilitas 
yaitu memandang sama antara penyandang disabilitas dan 
manusia lainnya. Islam lebih menekankan pentingnya amal 
shaleh atau perbuatan-perbuatan baik dari pada melihat 
kesempurnaan fisik, kekayaan dan sebagainya. Kedudukan 
manusia sama di mata Allah, maka dari itu hendaknya manusia 
sebagai makhluk ciptaan-Nya tidak perlu menyombongkan diri 
dengan apa yang dia punya karena itu semua adalah titipan dan 
dalam seketika Allah dapat mengambil kenikmatan tersebut. 
Maka hendaknya mempergunakan dan menjalankan apa yang 
diamanahkan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. 
Berdasarkan hukum di Indonesia, dan hukum Islam. 
Sependapat dengan Undang-undang No. 8 tahun 2016 Tentang 
Penyandang Disabilitas bahwa hukum hukum tersebut dibuat dan 
dibentuk memiliki ketetapan yang sama yaitu menunjujung tinggi 
sikap toleransi terhadap sesama terutama terhadap penyandang 
disabilitas, mendapat perlakuan yang sama, tidak adanya sikap 
diskriminasi serta adanya perlakuan khusus terhadap penyandang 
disabilitas. Adapun keseluruhan dari ayat-ayat tentang 
penyandang disabilitas yang lainnya menunjukkan penyandang 
disabilitas secara psikis (batin) diantaranya seperti perumpamaan 
terhadap orang yang menyekutukan risalah Allah, 
balasan/ganjaran terhadap orang yang tidak mengambil nikmat 
dari panca indra pertanggung jawaban terhadap apa yang 
dilakukan sewaktu masih hidup.  
Sependapat dengan Cece Abdulwaly dalam bukunya Bela 
Al-Quran Agar Al-Quran membela kita yang menjelaskan 
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tentang pokok-pokok kandungan Al-Quran yaitu Al-Quran ayat-
ayat Al-Quran tersebut didalamnya menjelaskan tentang perintah, 
sejarah atau kisah-kisah orang terdahulu, hukum-hukum dan 
sebagainya guna untuk memberi informasi kepada ummat 
manusia agar dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. 
Al-Quran menekankan ketakwaan yang menjadi tolak ukur 
kemuliaan seseorang, bukan melihat dari kesempurnaan fisik, 
kedudukan atau tingkatan sosial, kekayaan, warna kulit, ras, dan 
lain-lain. Kesetaraan dalam Islam melihat dari ketakwaan atau 
keimanan seseorang. Penyandang disabilitas merupakan bagian 
dari umat muslim, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama 
sesama muslim. 
 
G. Demokrasi Dalam Islam 
1. Pengertian Demokrasi 
Demokrasi adalah prinsip dasar tata kehidupan 
bermasyarakat, baik dalam interaksi sesama komponen 
masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintahan 
atau negara. Dalam rangka mewujudkan masyarakat sipil atau 
masyarakat madani, demokrasi adalah prasyarat mutlak. 
Secara etimologis kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, 
yaitu demos yang berarti rakyat dan cratos yang berarti 
pemerintahan. Sedangkan secara maknawi kata demokrasi 
telah mengalami berbagai penafsiran bahkan perubahan 
makna hingga jauh dari pengertian awalnya. Istilah 
demokrasi, sebagaimana halnya istilah sosial-politik lainnya, 
tidak memiliki definisi yang tetap, karena demokrasi 
merupakan entitas dinamis yang memiliki berbagai macam 
pengertian sepanjang waktu.
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 Unsur-unsur dasar dari 
demokrasi dipengaruhi dan dibentuk oleh konstruksi 
sosiologis dan budaya masyarakat setempat. Dengan demikian 
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tingkat dan kualitas demokrasi di suatu negara berbeda dengan 
praktek dan konsep demokrasi di negara lainnya. 
Secara terminologi para ahli memiliki beberapa 
pengertian diantaranya: Joseph A. Schumeter mengatakan 
bahwa, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusi 
untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu 
memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan 
kompetitif atas suara rakyat. Sedangkan Sidney Hook 
berpendapat bahwa Demokrasi adalah bentuk pemerintahan 
dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara 
langsung dan tidak langsung didasarkan kepada kesepakatan 
mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
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Dan Hendri B. Mayo juga menyatakan demokrasi adalah 
sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang 
menunjukkan bahwa kebijakan umum di tentukan atas dasar 
mayoritas rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang 
berdasarkan atas prinsip kesamaan politik dan 




Ada banyak definisi tentang demokrasi, namun menurut 
Rahman Yasin, penulis buku Gagasan Islam tentang 
Demokrasi, yang paling populer untuk saat ini adalah apa 
yang telah dirumuskan oleh Abraham Lincoln (1863), 
presiden Amerika Serikat yang ke-16. Menurut Lincoln, 
demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan 
untuk rakyat. Intinya demokrasi adalah suatu tata 
pemerintahan di mana rakyat, baik secara langsung maupun 
tidak langsung berkuasa dan berdaulat penuh.
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Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 
hakikat demokrasi adalah rakyat sebagai peran utamanya 
dalam proses sosial dan politik, dengan kata lain pemerintahan 
berada di tangan rakyat.yang mengandung pengertian tiga hal 
: pemerintah dari rakyat (goverment of the people); dan 
pemerintahan oleh rakyat (goverment by the people); dan 
pemerintahan untuk rakyat (goverment for the people)yang 
ketiganya dijelaskan sebagai berikut: 
Pertama, pemerintahan dari rakyat mengandung 
pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu 
pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan oleh 
mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi . pengakuan 
dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah 
penting, karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintah 
dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya 
sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat 
kepadanya. 
Kedua, pemerintahan oleh rakyat memiliki pengertian 
bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas 
nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elite negara atau 
elite birokrasi. Selain pengertian ini, unsure kedua ini 
mengandung pengertian bahwa bahwa dalam menjalankan 
kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat 
(social control). Pengawasan dapat dilakukan secara langsung 
oleh rakyat maupun tidak langsung melalui para wakilnya di 
parlemen. Dengan adanya pengawasan para wakil rakyat di 
parlemen ambisi otoritarianisme dari para penyelenggara 
dapat dihindari. 
Ketiga, pemerintah untuk rakyat mengandung pengertian 
bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada 
pemerimtahan harus dijadikan untuk kepentingan rakyat. 
Kepentingan rakyat umum harus dijadikan sebagai landasan 
utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis.
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Jadi suatu sistem menganut faham Demokrasi apabila 
para pemimpin atau wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat 
dewasa melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara 
langsung, umum, bebas dan rahasia, berdasarkan nilai-nilai 
keadilan dan kejujuran. Yang mana dalam pelaksanaannya 
para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan semua 
penduduk yang telah memiliki hak pilih berhak memberikan 
suaranya dan dijamin oleh negara melalui undang-undang 
yang dijalankan secara adil. 
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2. Unsur-unsur Demokrasi  
Unsur penting demokrasi yang perlu mendapat perhatian 
dalam pembangunan demokrasi adalah pemilihan umum dan 
partai politik,  
a. Pemilihan umum, pemilu merupakan mekanisme 
demokrasi untuk memutuskan pergantian pemerintah 
dimana rakyat dapat menyalurkan aspirasi politiknya 
secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilu harus 
dilaksanakan secara teratur serta kompetisi yang terbuka 
dan sederajat diantara partai-partai politik.  
b. Partai politik,selain sebagai struktur kelembagaan politik 
yang anggotanya bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan 
dan kedudukan politik, partai politik adalah sebuah wadah 
bagi penampungan aspirasi rakyat, peran tersebut 
merupakan impelementasi nilai-nilai demokrasi, yaitu 
keterlibatan masyarakat untuk melakukan control terhadap 
penyelenggaraan negara, melalui partai politik itulah 
segala aspirasi rakyat yang beberaneka ragam dapat 
disalurkan secara teratur. 
3. Dasar-Dasar Demokrasi 
Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tatanan kehidupan 
kenegaraan, pemerintahan, ekonomi, social, dan politik sangat 
bergantung kepada keberadaan dan peran yang dijalankan 
                                                          
82 Budi Suryadi, Sosiologi Politik: Sejarah, Konsep, dan Perkembangan 






oleh unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi itu sendiri, 
diantaranya berikut ini merupakan nilai-nilai demokrasi yang 
dikemukakan oleh Henry B. Mayo antara lain:
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a. Menyelesaikan masalah dengan damai dan melembaga 
serta pengguna paksaan sedikit mungkin. Demokrasi, 
dalam hal ini adalah satu-satunya sistem yang mengakui 
sahnya ekspresi politis dari pertikaian-pertikaian soal 
kepentingan dan pendapat, tetapi mengatur 
penyelesaiannya secara damai (kompromi) yang 
melembaga melalui perundingan politik, sebagai alternatif 
dari penyelesaian berdasarkan kekerasan atau dekrit seperti 
dalam sistem diktator.  
b. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu 
masyarakat yang selalu berubah. Karena itu, proses 
teknologisasi dan industrialisasi dunia modern, 
berdasarkan nilai demokrasi, tidak dibenarkan dilakukan 
lewat “operasi darurat” atau cara-cara yang dipaksakan, 
despotis, dan dikerahkan dari pusat secara ketat karena 
ketidaksabaran, seperti yang terjadi pada kebanyakan 
negara-negara berkembang.  
c. Pergantian penguasa dengan teratur dan damai lewat 
pemilu yang jurdil dan kompetitif.  
d. Nilai keanekaragaman. Demokrasi dalam hal ini melihat 
keanekaragaman bukan saja sebagai sesuatu yang ada dan 
sah, tetapi sebagai sesuatu yang baik sebagaimana 
kebebasan. Untuk itu diperlukan masyarakat yang  
e. Terbuka yang berpandangan bahwa tidak ada satu nilai pun 
yang dapat benar-benar ditarik sampai pada batas yang 
mutlak. Dalam masyarakat demikian, karena posisinya 
sama, kesempatan untuk prakarsa dan pengembangan 
bakat paling tidak kondisi yang memungkinkan diberikan.  
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f. Menegakkan keadilan sebagai inti moralitas politik. 
Demokrasi merupakan sistem terbaik untuk menegakkan 
keadilan. Hal ini karena penindasan kebebasan tidak 
diperkenankannya. Demokrasi memberikan kesempatan 
kepada setiap kelompok untuk mengajukan wakilnya dan 
cara-cara damai yang ditawarkannya dalam penyelesaian 
pertikaian politik akan melahirkan keadilan relatif. 
Partisipasi rakyat berarti memperluas jumlah orang yang 
akan diliputi keadilan dan karena kontrol rakyat sebagai 
esensi demokrasi kemudian akan mendatangkan 
pemerintahan yang bertanggungjawab. 
Tetapi demokrasi lebih dari pada itu, demokrasi adalah 
paket kenegaraan yang beradab, yang sesuai dengan otonomi 
dan kesamaan hak seluruh masyarakat. Disamping faham 
kesamaan dan kedaulatan rakyat pengertian demokrasi dalam 
arti modern: negara konstitusional (negara menjalankan 
kekuasaanya, terutama yang legislatif, atas dasar dan dalam 
batas sebuah undang-undang dasar), pengakuan terhadap hak-
hak asasi manusia (yang sering dimasukan dalam undang-
undang dasar), toleransi religius, perlindungan terhadap hak-
hak dasar, identitas sosial dan kultur ras minoritasminoritas, 
negara hukum (negara menjalankan kekuasaan eksekutif 
dalam batas–batas hukum yang berlaku; kebebasan proses 




4. Demokrasi Dalam Pandangan Islam 
Di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin telah 
lama muncul sistem kehidupan yang bernama demokrasi dan 
telah diadopsi oleh hampir seluruh negeri-negeri Islam dan 
masyarakatnya. Sebagian menerimanya secara total tanpa 
reserve, sebagian mencoba mengkompromikannya dengan 
Syariat Islam, dan sebagian kecil lagi menolaknya mentah-
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mentah dan hanya menginginkan Syariat Islam saja yang 
diterapkan sebagai sistem kehidupannya. 
Respon umat Islam terhadap demokrasi tidak lepas dari 
cara pandang (episteme) umat Islam terhadap kedudukan Nabi 
Muhammad Saw. dalam aktivitas politik sebagai 
diperdebatkan para pemikir Muslim sejak Islam 
bersinggungan (dan merasa ketinggalan dari) dengan Barat. 
Secara umum, cara pandang umat Islam terhadap Islam dan 




a. Pertama, sebagian pemikir Muslim berpendapat dan 
berkeyakinan bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi 
Muhammad Saw. adalah agama yang sempurna, lengkap, 
mengurus semua aspek kehidupan: ritual, sosial, ekonomi 
dan politik. Bagi yang berpendapat demikian, Islam 
bukanlah agama (sebagai dipahami Barat) yang hanya 
mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi Islam 
adalah agama yang lengkap yang didalamnya terhadap 
sistem kenegaraan, orang Islam tidak perlu “meniru 
demokrasi” dan ketatanegaraan Eropa. Rujukan pemikiran 
politik Islam adalah sistem kenegaraan yang dilaksanakan 
oleh Nabi Muhammad Saw. dan al-Khulafa‟ al-Rasyidun. 
Diantara pemikir yang berpendapat demikian adalah Hasan 
al-Banna, Sayyid Quthb, Rasyid Ridha. Demokrasi 
menurut kelompok ini adalah sesuatu yang harus ditolak, 
karena merupakan sesuatu yang impossible, dan ancaman 
yang perlu diwaspadai. Beberapa ahli dan ulama yang 
berpandangan demikian antara lain, Syaikh Fadhallah Nuri 
dan Thabathabai dari Iran, Sayyid Quthb dan al-Sya‟rawi 
dari Mesir, serta Ali Benhadj dari Aljazair. Mereka 
berpendapat bahwa dalam Islam tidak ada tempat yang 
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layak bagi demokrasi, yang karenanya Islam dan 
demokrasi tidak bisa dipadukan. 
b. Kedua, sebagian pemikir Muslim berpendapat bahwa tugas 
Nabi Muhammad Saw, hanyalah sebagai pembawa risalah 
keagamaan, yang bertugas mengajak manusia agar berjalan 
di atas kebenaran dan budi pekerti yang luhur; meskipun 
demikian, mereka berkeyakinan bahwa Islam menghendaki 
terwujudnya keserasiaan antara kehidupan duniawi dan 
ukhrawi.
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 Mereka berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad 
Saw, bukanlah pemimpin politik tetapi hanya sebagai 
pemimpin agama. Diantara pemikir yang berpendapat 
demikian adalah Ali Abd al-Razik dan Thaha Husen. Ali 
Abd al-Raziq dalam bukunya al-Islam wa Ushul al-
Hukum: Bahts fi al-Khilafat wa al-Hukumat, ia menolak 
kedudukan Nabi Muhammad Saw, sebagai kepala negara, 
Ali-Abdul al-Raziq membuat pertanyaan sebagai berikut: 
apakah Nabi Muhammad Saw. Itu sebagai pemegang 
kekuasaan politik dan kepala pemerintahan yang sekaligus 
juga seoarang rosul yang membawa risalah keagamaan 
atau bukan. Kelompok kedua ini menyetujui adanya 
prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam tetapi di lain pihak 
mengakui adanya perbedaan di antara keduanya, berangkat 
dari doktrin kedaulatan Tuhan dalam bentuk syari‟ah 
(hukum Tuhan) yang membatasi kedaulatan rakyat. Al-
Maududi sebagai salah satu pelopornya menyatakan bahwa 
ada kemiripan wawasan yang hampir sama, seperti konsep-
konsep yang ada di Dalam Islam sebagaimana dijelaskan 
sebagai berikut: 
1) Keadilan yang diterangkan dalam surat Asy-Syura ayat 
ke 15 : 
 ُ آ أَََزَل ٱّلِلَّ ًَ قُمأ َءاَيُُث تِ َٔ  ُۖ ٓاَءُْىأ َٕ ْأ ََل جَحَّثِغأ أَ َٔ  
َتُۖ آ أُِيشأ ًَ حَقِىأ َك ٱسأ َٔ  
ُعُۖ نَِك فَٲدأ فَهَِزٰ
 َٔ هَُُا  ًَٰ ُۖ نََُآ أَػأ َستُُّكىأ َٔ َا  ُ َستُُّ َُُكُىُۖ ٱّلِلَّ ِذَل تَيأ ُت ِۡلَػأ أُِيشأ َٔ ة ُۖ 
ُۖ ََل ِيٍ ِكحَٰ هُُكىأ ًَٰ نَُكىأ أَػأ
ِصيُش  ًَ
ِّ ٱنأ إِنَيأ َٔ ََُُاُۖ  ُغ تَيأ ًَ ُ يَجأ َُُكُىُۖ ٱّلِلَّ تَيأ َٔ ََُُا  ةَ تَيأ   ٥١ُحجَّ
                                                          






“Maka karena itu serulah (mereka kepada 
agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan 
kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka 
dan Katakanlah: "Aku beriman kepada semua kitab 
yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya 
Berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan Kami dan 
Tuhan kamu. Bagi Kami amal-amal Kami dan bagi 
kamu amal-amal kamu. tidak ada pertengkaran antara 
Kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan 




2) Persamaan dalam Al-qur‟an surat Al-Hujarat ayat ke 13 
                      
                      
        
Artinya :“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan 
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan 
dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 
disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara 
kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 




3) Akuntabilitas pemerintahan diterangkan dalam Al-
qu‟ran surat An-Nisaa‟ ayat 58. 
ٍَ ٱنَُّاِس أٌَ  حُى تَيأ ًأ إَِرا َحَك َٔ هَِٓا  ْأ ِث إِنَٰىٓ أَ َُٰ ََيٰ ٔاْ ٱۡلأ ُيُشُكىأ أٌَ جَُؤدُّ
َ يَأأ ٌَّ ٱّلِلَّ ۞إِ
ا تَِصيٗشا يَؼَۢ ًِ ٌَ َس َ َكا ٌَّ ٱّلِلَّ ِّۦٓۗٓ إِ ا يَِؼظُُكى تِ ًَّ َ َِِؼ ٌَّ ٱّلِلَّ ِلِۚ إِ َؼذأ
ْٕا تِٲنأ ًُ ُك   ١٥ جَحأ
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi 




4) Musyawarah diterangkan dalam surat Asy-Syura ayat 
38 
               
 “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) 
seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang 
urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara 
mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki 





5) Tujuan negara yang diterangkan dalam Al-qu‟ran surat 
Al-Hajj ayat ke 4 
                      
“Yang telah ditetapkan terhadap syaitan itu, bahwa 
Barangsiapa yang berkawan dengan Dia, tentu Dia 
akan menyesatkannya, dan membawanya ke azab 
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6) Hak-hak oposisi diterangkan dalam surat Al- Ahzab 
ayat ke 70 
َٗل َسِذيٗذا  ٕأ قُٕنُْٕا قَ َٔ  َ ٍَ َءاَيُُْٕا ٱجَّقُْٕا ٱّلِلَّ َا ٱنَِّزي ٓأَيُّٓ   ٧٧يَٰ
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 
kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang 




Tetapi perbedaanya terletak pada kenyataan bahwa 
kalau dalam sistem Barat, suatu negara demokratis 
menikmati hak-hak kedaulatan mutlak, maka dalam 
demokrasi Islam, kekhalifahan di tetapkan untuk dibatasi 
oleh batasbatas yang telah di gariskan hukum illahi. Rasyid 
Al-Ghanoushi dan Abdul Fattah Morou, kedua tokoh 
Gerakan Kecenderungan Islam (Movement de Tendence 
Islamique/ MTI), mereka mengkombinasikan ajaran Islam 
dengan demokrasi. Bagi Ganaoshi, demokrasi , kedaulatan 
rakyat, dan peran negara (“negara bukan berasal dari 
Tuhan melainkan dari rakyat, negara harus melayani 
kepentingan kaum Muslim”), pemilihan umum, multi 
partai, dan undang-undang adalah bagian pemikiran baru 
Islam yang akar dan legitimasinya di dapatkan dari 
interprestasi atau reinterpretasi yang segar dari sumber-
sumber Islam. Sedangkan bagi Morou, “hukum berasal 
dari Tuhan tetapi kedaulatan adalah dari rakyat”. Ia 
membedakan antara prinsip-prinsip umum Al-Qur‟an yang 
mampu bertahan dan legislasi manusia dalam batasan 
prinsip-prinsip tersebut yang menjadi tanggung jawab 
rakyat. 
c. Ketiga, kelompok yang mencoba mencari jalan tengah 
(sintesis) antara dua kubu pemikiran sebelumnya. Mereka 
menolak pendapat pertama yang mengatakan bahwa Islam 
adalah agama yang lengkap yang telah mengatur segala 
hal. Juga mereka menolak pendapat yang kedua mengenai 
                                                          






peran Nabi Muhammad SAW, yang hanya memiliki tugas 
risalah (tanpa tugas politik). Menurut Muh. Zuhri, diantara 
pemikir Muslim yang moderat ini adalah Muhammad 
Husin Haikal dan Fazlur Rahman. Muslim yang memiliki 
pandangan sintesis mengenai agama, memiliki sikap 
akomodatif-kritis terhadap demokrasi yang berasal dari dan 
dipraktekkan di Barat. Menurut Huwaydi, salah satu tokoh 
yang melakukan sintesa yang viable antra Islam dan 
demokrasi yang yaris sempurna. Bagi dia, esensi 
demokrasi adalah pemilu yang jujur, adil, dan kompetitif, 
serta akuntabilitas penguasa karena jika tidak akan 
diturunkan dari jabatanya, dengan kelembagaan seperti 
penerapan metode mayoritas, multi partai, penghormatan 
hak-hak minoritas, kebebasan oposisi dan pres, 
independensi kehakiman, dan lain-lain. Beberapa alasan 
yang dikemukakannya, yaitu: 
1) Pertama, beberapa Hadits menunjukkan bahwa Islam 
menghendaki pemerintahan yang disetujui rakyatnya
93
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“Dari Abdulloh bin Amr, bahwa Rosululloh saw 
pernah berkata “Ada tiga golongan yang allah tidak 
bakal menerima shalat mereka, yaitu: orang yang 
mengimami suatu kaum, sedangkan kaum itu tidak 
menyukainya, orang yang mendatangi shalat dengan 
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terlambat yaitu, ia mendatangi shalat sesudah habis 
waktunya dan orang yang memperhamba budak yang 




2) Kedua, penolakan Islam terhadap kediktatoran. Banyak 
ayat Al-Qur‟an yang menunjukkan hal itu. Diantaranya 
dalam QS. Al-Baqarah: 258 yaitu: 
                         
                  
                        
                           
 “Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang 
mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena 
Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan 
(kekuasaan). ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku 
ialah yang menghidupkan dan mematikan," orang itu 
berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan". 
Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan 
matahari dari timur, Maka terbitkanlah Dia dari 
barat," lalu terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak 
memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”. 




3) Ketiga, dalam Islam, pemilu merupakan kesaksian 
rakyat dewasa bagi kelayakan seorang kandidat dan 
mereka tentu saja, seperti yang diperintahkan al-Qur‟an, 
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mesti tidak menyembunyikan persaksiannya, mesti 
bersikap adil dan jujur serta tidak menjadi saksi-saksi 
palsu. Jika tidak, mereka akan diperintah oleh seorang 
yang tidak memiliki kompetensi. Dan, jika pemilu 
sebagai lembaga kontrol rakyat terhadap penguasa, 
dimana kelembagaan itu berfungsi sebagai mekanisme 
untuk menurunkan penguasa yang tidak kredibel dan 
tidak bertanggungjawab. 
4) Keempat, demokrasi merupakan sebuah upaya 
mengembalikan sistem kekhilafahan Khulafa‟urrasyidin 
yang memberikan hak kebebasan kepada rakyat yang 
hilang ketika beralihnya sistem kekuasaan Islam kepada 
sistem kerajaan di tangan Mu‟awiyah, pendiri 
Umayyah, sesuatu yang pertama menimpa kaum 
muslimin dalam sejarah. 
5) Kelima, negara Islam adalah negara keadilan dan 
persamaan manusia di depan hukum. Ada banyak cerita 
yang memperlihatkan hal itu.  
6) Keenam, seperti dirumuskan oleh teoritis-teoritis politik 
Islam. Semisal al-Mawardi, imamah (kepemimpinan 
politik) adalah kontrak sosial yang riil, yang karenanya, 
kata Ibn Hazm, jika seorang penguasa tidak mau 
nemerima teguran boleh diturunkan dari kekuasaannya 
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